i

Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6),
pasal 28 ayat {5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), dan
pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), perlu
mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten . Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten @ Aceh  Tamiang di  Provinsi  Nanggroe
Acehj(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun " 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



Menetapkan :

10.

11.

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5558)sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Aceh Barat Daya(Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
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Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah
Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah Badan
Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPMP4
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bank Pemerintah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK
adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan
Qanun Aceh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan
dengan Qanun Kabupaten.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna
barang.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan kabupaten dan membayar seluruh
pengeluaran kabupaten pada bank yang ditetapkan.

Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
kabupaten.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri
atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu
yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di
bawah Camat.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah
tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan,
supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong.
Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong
dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat gampong sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Gampongnya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah Wadah Partisipasi Masyarakat dan
merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat.
Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang
berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
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Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.

Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan gampong.

Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Negeri.

Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana
Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat
BHPRK,adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten.

Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disingkat SilTap, adalah penerimaan sah
yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjuinya disebut RKP Gampong,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong,.

Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong.

. Pengeluaran gampong adalah uvang yang keluar dari rekening kas gampong,.
32.

Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh
gampong.

Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
gampong. ‘

Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya
disingkat PKPKG, adalah keuchik yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG
adalah unsur perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan keuangan
gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang menguasakan sebagian
kekuasaan PKPKG .

Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKG.
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Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Gampong
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Gampong yang menjalankan
tugas PPKG.

Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Gampong yang menempung seluruh penerimaan Gampong dan
digunakan seluruh pengeluaran Gampong dalam 1 (satu} rekening pada Bank
yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong
dengan belanja gampong.

Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong
dengan belanja gampong.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA
adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APBG dan/atau Perubahan Penjabaran APBG.

Pengadaan barang/jasa gampong yang selanjutnya disebut dengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah
gampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya disebut RAKG adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh keuchik.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah
Inspektorat KabupatenAceh Barat Daya.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 2

(1) Keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2} APBG merupakan dasar pengelolaan keuangan gampong dalam masa 1 (satu)

tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Peraturan Bupati
ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan
Gampong.

(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan gampong dalam Peraturan Bupati ini
untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan gampong.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan gampong dalam Peraturan Bupati ini terdiri
dari :

a. kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;

b. anggaran pendapatan dan belanja gampong;

c. pengelolaan; dan

d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 5

(1) Keuchik adalah PKPKG dan mewakili pemerintah gampong dalam kepemilikan
kekayaan milik gampong yang dipisahkan.

- {2)*Keuchik selaku PKPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kewenangan:

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik gampong;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG;

menetapkan PPKG;

menyetujui DPA dan DPPA;

menyetujui RAKG; dan
g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), keuchik menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
perangkat gampong selaku PPKG.

(4} Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKG kepada PPKG ditetapkan dengan
keputusan keuchik.

X NS

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 6

PPKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3} terdiri atas:
Sekretaris gampong;

Kaur tata usaha dan umum;

Kaur perencanaan; dan

Kaur keuangan.

e.O o



(1)
(2)

(2)

(3)

Pasal 7

Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas

sebagai koordinator PPKG.

Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBG dan rancangan perubahan
APBG;

¢. mengoordinasikan penyusunan rancangan ganun gampong tentang APBQG,
perubahan APBG, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;

d.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan keuchik tentang
Penjabaran APBG dan Perubahan Penjabaran APBG;

e. mengoordinasikan tugas perangkat gampong lain yang menjalankan tugas
PPKG; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan gampong dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBG.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris gampong

mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA dan DPPA;

b. melakukan verifikasi terhadap RAKG; dan

¢. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

Pasal 8

Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan ¢ bertugas sebagai

pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. menyusun DPA dan DPPA sesuai bidang tugasnya,

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk
pertanggungjawaban pelaksanaan APBG.

Pembagian tugas Kaur pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan

ditetapkan dalam RKPG.

Pasal 9

Kaur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

. dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa

(2)

yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat
gampong, lembaga kemasyarakatan gampong dan/atau masyarakat, yang
terdiri atas:

a. Kketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota. ,

Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana
kewilayahan.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat
penyusunan RKPG.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan
keuchik.



(6)

(1)
{2)

(4)

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dituangkan dalam
Keputusan Keuchik.

Pasal 10

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melaksanakan

Jfungsi kebendaharaan.

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai tugas:

a. menyusun RAKG; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan APBG.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak Pemerintah Gampong.

Pasal 11

Keuchik membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang selanjutnya

ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

PPHP terdiri atas 3 (tiga) orang, 1 (satu} orang unsur Tuha Peut, 1 (satu) orang

unsur Pemerintah Gampong dan 1 (satu) orang berasal dari unsur Tuha Lapan.

PPHP wajib memenuhi persyaratan :

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;

b. menguasai masalah yang berkaitan dengan barang/jasa yang diadakan;

c. tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Gampong, Kepala Urusan
Keuangan.

PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan tenaga

ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan

keahlian dibidangnya.

PPHP terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa minimal Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

PPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) melakukan pemeriksaan
dengan cara pemeriksaan administratif terhadap kegiatan pengadaan
barang/jasa yang diserahkan.

PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan

kewenangan untuk :

a. memeriksa secara administrasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa dan dituangkan di dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan;

b. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pemeriksaan pengadaan barang/jasa sebagaimana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pemeriksaan secara administrasi setelah pekerjaan selesai 100%

(seratus per seratus) dari seluruh target kegiatan.

Dalam hal keanggotaan PPHP tidak turut serta menandatangani Berita Acara

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis.

Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

Pasal 13

Pemerintah Gampong dapat menggunakan tenaga ahli/teknis di bidang
pembangunan infrastruktur guna pembuatan desain dan RAB maupun

. pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan.



(2)

(3)

(1)

Tenaga ahli/teknis di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari warga masyarakat gampong, SKPK
yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping
profesional/konsultan.

Penggunaan tenaga ahli/teknis di bidang pembangunan infrastruktur khusus

untuk pekerjaan konstruksi yang tidak sederhana/memerlukan keahlian
khusus. '

Pasal 14

Keuchik membentuk Tim Pengawasan pembangunan infrastruktur yang
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Tim pengawasan pembangunan infrastruktur sekurang-kurangnya terdiri atas
3 (tiga) orang, 1 (satu) orang unsur Tuha Peut, 1 (satu) orang berasal dari unsur
Tuha Lapan dan 1 (satu) orang unsur lembaga kemasyarakatan gampong
lainnya.

Tim pengawasan pembangunan infrastruktur memiliki tugas untuk mengawasi
pembangunan infrastruktur di gampong.

Pasal 15

Pelaksanaan PKG bertumpu pada swadaya, namun dapat diberikan bantuan
dana stimulan untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pembangunan
infrastruktur dan pengadaan barang/jasa.

Operasional bagi Pelaksana Kegiatan Anggaran yaitu maksimal 2 % (dua per
seratus) dari nilai dana kegiatan dan diperhitungkan langsung saat
penyusunan RAB, :

Peruntukan operasional Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan survey lokasi, survey harga,
penyusunan administrasi kegiatan dan pelaporan.

Operasional Tim Pengawasan yaitu maksimal 2 % (dua per seratus) dari nilai
dana kegiatan dan diperhitungkan langsung saat penyusunan RAB.

Peruntukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
untuk biaya transportasi,honorarium pelaksana dan pelaporan.

Operasional bagi PPHP yaitu maksimal 0,5 % (nol koma lima per seratus) dari
nilai dana kegiatan dan diperhitungkan langsung saat penyusunan RAB.
Peruntukan operasional PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan
untuk biaya transportasi dan honorarium pelaksana.

Operasional untuk perencanaan (pembuatan Desain dan RAB) dan pemeriksaan
hasil pelaksanaan kegiatan infrastruktur oleh tenaga ahli/konsultan dengan
besaran yaitu maksimal 3 % (tiga per seratus} dari nilai dana kegiatan dan
diperhitungkan langsung saat penyusunan RAB.

Besaran dana operasional untuk perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) meliputi kegiatan penyusunan desain dan RAB awal serta perubahan
jika terjadi perubahan kegiatan (as built drawing).

BAB IV .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong

Pasal 16

APBG terdiri dari:

a. pendapatan gampong;

b. belanja gampong; dan

c. pembiayaan gampong.

Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.




(3) Belanja gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek
belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c, diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 17

Pendapatan gampong, belanja gampong, dan pembiayaan gampong diberi kode
rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 18

(1) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,
yaitu semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi
hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.

(2) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
kelompck:

a. pendapatan asli gampong;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Pasal 19

{1} Kelompok pendapatan asli gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

¢. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli gampong lainnya.

(2) Hasil usaha gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain
bagi hasil BUMG.,

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas
Gampong, tambatan perahu, pasar Gampong, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan
hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong.

(5} Pendapatan asli gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
antara lain hasil pungutan gampong.

Pasal 20

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b,
terdiri atas jenis:

dana desa;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten,

alokasi dana gampong;

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e
dapat bersifat umum dan khusus.

poop



(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh
per seratus).

Pasal 21

Kelompok pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

Ao o

0

(1)

(2)

penerimaan dari hasil kerja sama gampong

penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di gampong;

penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pibak ketiga;

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas gampong pada tahun anggaran berjalan;

bunga bank; dan

pendapatan lain gampong yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 22

Belanja gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong.
Belanja gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong.

Pasal 23

Klasifikasi belanja gampong terdiri atas bidang:

a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong;

b. pelaksanaan pembangunan Gampong;

c. pembinaan kemasyarakatan Gampong;

d. pemberdayaan masyarakat Gampong; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan gampong yang telah dituangkan dalam RKPG.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam
sub bidang sesuai dengan kebutuhan gampong untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di gampong.

Pasal 24

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a,
dibagi dalam sub bidang:

"a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional

pemerintahan gampong;
b. sarana dan prasarana pemerintahan gampong;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b,
dibagi dalam sub bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;



(5)

(4)
(5)
(6)

kawasan permukiman;

kehutanan dan lingkungan hidup;

perhubungan, komunikasi dan informatika;

energi dan sumber daya mineral; dan

pariwisata;

Klas1f1kas1 belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c
dibagi dalam sub bidang:

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;

b. kebudayaan dan kegamaan;

¢. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d
dibagi dalam sub bidang:

kelautan dan perikanan;

pertanian dan peternakan;

peningkatan kapasitas aparatur gampong;

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1} huruf e
dibagi dalam sub bidang:

a. penanggulangan bencana,;

b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak.
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Pasal 25

Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat
(4) dibagi dalam kegiatan.

Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa
Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang
sama,

Pemerintah Kabupaten dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum
dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90
sampai dengan 99.

Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan usulan
kegiatan pemerintah kabupaten dan atau pemerintah gampong.

Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam
pedoman teknis penyusunan APBG.

Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan tentang Penerimaan dengan Tanah milik gampong.

Rincian Sub Bidang yang dibagi dalam Kegiatan tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

belanja pegawai,
belanja barang/jasa;
belanja modal; dan
belanja tak terduga.



(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dianggarkan
untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan
pembayaran jaminan sosial bagi keuchik dan perangkat gampong, serta uang
sidang tuha peut.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan. _

Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b,
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara
lain untuk:

a. operasional pemerintah gampong;

b. pemeliharaan sarana prasarana gampong;

c. kegiatansosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

d. operasional sidang tuha peut;

e. insentif lembaga kemasyarakatan gampong lainnya;,

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan gampong.

Pasal 29

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢, digunakan
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12
(dua belas) bulan dan menambah aset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan gampong.

Pasal 30

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d,

merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal gampong.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan

darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah gampong dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali pemerintah gampong.

kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana

alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya

kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan

prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.



(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan

kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami
kedaruratan.

Pasal 31

(1) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d,
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Gampong.
(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat, keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Gampong dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;

c. berada diluar kendali pemerintah Gampong; dan

d.belum atau tidak didanai dengan sumber pendanaan lainnya seperti APBK,
APBA dan APBN.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
alam dan bencana sosial.

(4) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB}, pemerintah
Gampong dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(5) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/atau mendesak.

(6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan
bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(7) KLB sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(8) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dialokasikan dalam belanja tidak terduga pada perubahaan APBG
tahun berkenaan.

(9) Apabila tidak melakukan perubahan APBG dan/atau keadaan darurat
dan/atau KLB terjadi setelah perubahan APBG maka belanja yang sudah
digunakan untuk keadaan darurat dan/atau KLB ditetapkan dengan
Keputusan Keuchik tentang penjabaran Perubahan APBG atas persetujuan

. Tuha Peut.

{10)Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 32

(1) Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2} Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf
a, meliputi:

ey e ———— .



(2)

(3)

(4)

a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan kecuali tanah

dan bangunan.
SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, paling sedikit meliputi
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja,
dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya
dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBG.
Hasil penjualan kekayaan gampong vang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan
kekayaan gampong yang dipisahkan.

Pasal 34

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b,
terdiri atas :

a.
b.

(1)

(1)

pembentukan dana cadangan; dan
penyertaan modal Gampong.

Pasal 35

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a
dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ganun gampong.

Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;,

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Keuchik.

Bisa ditambahkan kriteria-kriteria untuk pengalokasian dana cadangan.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Gampong

Pasal 36

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, antara lain
digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah gampong yang
diinvestasikan dalam BUMG/BUMG Bersama untuk meningkatkan pendapatan
gampong atau pelayanan kepada masyarakat.

" Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan

gampong yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan
dalam APBG.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah
kas gampong dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUMG,/ BUMG Bersama melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(5)

(4)

Penyertaan modal pada BUMG,/ BUMG Bersamadapat dilakukan setelah
dilakukan pertanggungjawaban laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya
kepada Pemerintahan Gampong.

Pasal 37

Pemerintah Gampong dapat melakukan penyertaan modal gampong
sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b untuk mendanai kegiatan
BUMG/ BUMG Bersama.

Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ganun gampong.

Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
a. penetapan tujuan penyertaan modal gampong,;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari penyertaan modal gampong;
c. besaran dan rincian penyertaan modal gampong yang harus dianggarkan;

d. sumber dana penyertaan modal gampong; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan penyertaan modal gampong.

Penyertaan modal gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
pada rekening tersendiri dengan proses transfer langsung dari rekening
gampong ke rekening BUMG/ BUMG Bersama yang sah.

Pasal 38

Penyertaan modal pada BUMG/ BUMG Bersama dapat terdiri atas:

a. Penyertaan modal gampong; '

b. Penyertaan modal masyarakat gampong.

Tata cara penyertaan modal pada BUMG/ BUMG Bersama sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), diatur dengan memperhatikan ketentuan
indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis
kelayakan penyertaan modal.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi:

a. Musyawarah gampong;

b. Berita Acara Hasil musyawarah gampong;

c. Analisa kelayakan usaha;

d. Dasar pembentukan.; dan

e. AD/ ART.

Ditambahkan pengaturan lainnya untuk BUMG/ BUMG Bersama.

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 39
Pengelolaan keuangan gampong meliputi:

perencanaan;

pelaksanaan;

penatausahaan;

pelaporan; dan

pertanggungjawaban.
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Pasal 40

Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dilakukan dengan Basis Kas.

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}, merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas gampong.



(3)

(1)

(2)

Pengelolaan keuangan gampong dapat dilakukan dengan menggunakan sistem
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri,

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 41

Perencanaan pengelolaan keuangan gampong merupakan perencanaan

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Gampong pada tahun anggaran

berkenaan yang dianggarkan dalam APBG.

Sekretaris Gampong mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBG

berdasarkan RKPG tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBG yang

diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang paling sedikit memuat:

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan
gampong dan RKPG;

b. prinsip penyusunan APBG;

c. kebijakan penyusunan APBG;

d. teknis penyusunan APBG; dan

e. hal khusus lainnya.

Rancangan APBG yang telah disusun merupakan bahan penyusunan

Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.

Pasal 42

Sekretaris gampong menyampaikan Rancangan Qanun gampong tentang APBG
kepada Keuchik.

Rancangan Qanun gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan Keuchik kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dan
disepakati bersama dalam musyawarah Tuha Peuet Gampong.

Rancangan Qanun gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam hal Tuha Peuet Gampong tidak menyepakati rancangan Peraturan
Gampong tentang APBG yang disampaikan Keuchik, Pemerintah Gampong
hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran
operasional penyelenggaraan pemerintahan gampong dengan menggunakan
pagu tahun sebelumnya.

Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana
dimaksud ayat (4) meliputi: ATK, petlengkapan perkantoran, makanan dan
minuman, listrik/telpon /air/internet.

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 43

Atas dasar kesepakatan bersama Keuchik dan Tuha Peuet Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Keuchik menyiapkan
Rancangan Peraturan Keuchik mengenai penjabaran APBG.

Sekretaris Gampong mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

Pasal 44

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG
kepada Camat.



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

Pasal 45

Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (3) disampaikan Keuchik kepada Camat paling lambat 3 (tiga)

hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi

Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.

Penyampaian Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

a. surat pengantar;

b. Rancangan Peraturan Keuchik mengenai penjabaran APBG;

c. Qanun Gampong mengenai RKPG;

d.Qanun gampong mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala gampong, jika tersedia;

e. Qanun Gampong mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

f. Qanun Gampong mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah Tuha Peuet Gampong.

Pasal 46

Camat dapat mengundang Keuchik dan/atau Aparat Gampong terkait dalam
pelaksanaan evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dituangkan dalam
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Keuchik paling lama 20 (dua
puluhj hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Qanun Gampong dimaksud
berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKPG, selanjutnya Keuchik menetapkan menjadi
Qanun Gampong.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKPG, keuchik bersama Tuha Peuet Gampong

melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh} hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 47

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), tidak
ditindaklanjuti oleh Keuchik dan Keuchik tetap menetapkan Rancangan Qanun
Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong dan Rancangan Peraturan
Keuchik tentang Penjabaran APBG manjadi Peraturan Keuchik, Camat
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

Keuchik memberhentikan pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan
Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan selanjutnya Keuchik bersama Tuha Peuet
Gampong mencabut Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik dimaksud.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik hanya
dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
pemerintahan gampong dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai
penyempurnaan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG disampaikan dan
mendapat persetujuan Camat.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal 48

Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Keuchik menjadi Qanun Gampong tentang APBG.

Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.

Keuchik menetapkan Rancangan Peraturan Keuchik tentang penjabaran APBG
sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Gampong tentang APBG,

Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan Peraturan

Keuchik tentang penjabaran APBG kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah ditetapkan.

Pasal 49

Keuchik menyampaikan informasi mengenai APBG kepada masyarakat melalui
media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
a. APEG;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
¢. alamat pengaduan.

Pasal 50

Pemerintah Gampong dapat melakukan perubahan APBG apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan gampong pada
tahun anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar
sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :

bencana alam, krisis sosial, krisis ekonomi dan perubahan Xkebijakan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Qanun Gampong mengenai perubahan APBG dan tetap mempedomani RKPG.

Pasal 51

Pemerintah Gampong dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan

Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG sebelum Rancangan Qanun

Gampong tentang Perubahan APBG ditetapkan.

Peraturan Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan gampong pada
tahun anggaran berjalan; dan

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek
belanja,

Keuchik memberitahukan kepada Tuha Peuet Gampong mengenai penetapan

Peraturan Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG dan selanjutnya

*disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan

Keuchik tentang perubahan penjabaran APBG.



Pasal 52

K'etentuan mengenai penyusunan Qanun Gampong mengenai APBG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyusunan Qanun Gampong mengenai perubahan APBG.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 53

(1) DD, ADG dan BHPRK disalurkan oleh Kabupaten kepada Gampong.
(2) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKG.

(3} Pemerintah Gampong membuka RKG pada Bank Pemerintah;
(4) PPKK menyalurkan langsung ke RKG melalui Bank Pemerintah.

(1)
(2)

Pasal 54

Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) dilakukan secara bertahap.
Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong setiap tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bersamaan atau secara
terpisah.

Pasal 55

Keuchik mengajukan permohonan pencairan DD, ADG dan BHPRK setiap tahap
kepada Bupati c.q Kepala BKK, setelah diverifikasi oleh Camat;
Camat dalam memverifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dibantu oleh TPTK.
TPTK terdiri dari :
a. Camat sebagai koordinator;
b.Kasi Pembangunan Gampong dan Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat
Kecamatan sebagai Ketua; dan
c. Anggota yang terdiri dari :
1. Kasi Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Administrasi Umum
Gampong.
2. Kasubbag Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Imeum Mukim, dan
4. Tenaga Pendamping Profesional yang berkedudukan di Kecamatan
(Pendamping Desa).
TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan pencairan DD, ADG dan BHPRK
setiap tahap; '
b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan DD, ADG dan
BHPRK;
c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Gampong; dan
d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 2 (dua) hari
kerja.
Dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota TPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c angka 4, tidak diperbolehkan menerima honorarium dari APBG.

TPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Camat.



Pasal 56

(1) Penyaluran‘ DD, ADG dan BHPRK Tahap 1 dapat dicairkan apabila Gampong
telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan
kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut :

FRMe R0 TP
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surat permohonan pencairan;

RKPG tahun anggaran berjalan;

APBG tahun anggaran berjalan;

Rincian Anggaran Kas (RAK} DD, ADG dan BHPRK Tahap I;
surat pernyataan tanggung jawab belanja;

kwitansi;

pakta integritas bermaterai cukup;

rekomendasi dari TPTK; dan

surat pengantar dari DPMP4.

(2) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Tahap II dapat dicairkan apabila Gampong
telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan
kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut :

a.
b.

C.

2
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surat permohonan pencairan;

laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahun
anggaran sebelurnnya;

laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran
sebelumnya menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 35% (tigapuluh lima persen);

LPPG akhir tahun anggaran;

RAK DD, ADG dan BHPRK tahap II;

foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut
pengambilan yang sama,;

surat pernyataan tanggung jawab belanja;

kwitansi;

pakta integritas bermaterai cukup;

rekomendasi dari TPTK; dan

surat pengantar dari DPMP4.

(3) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Tahap Il dapat dicairkan apabila Gampong
telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan
kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut :

a.
b.
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surat permohonan pencairan;

laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD, ADG dan BHPRK
tahap sebelurmnya menunjukkan laporan realiasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuhpuluh lima persen).

laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahap II,
perubahan APBG tahun anggaran berjalan apabila ada;

RAK DD, ADG dan BHPRK tahap selanjutnya;

foto wvisual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut
pengambilan yang sama,;

surat pernyataan tanggung jawab belanja;

kwitansi;

pakta integritas bermaterai cukup;

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat gampong tahun
sebelumnya;

rekomendasi dari TPTK; dan

surat pengantar dari DPMP4.



Pasal 57

(1) Muatan materi LPPG Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

pendahuluan;

program kerja penyelenggaraan pemerintahan gampong;

program kerja pelaksanaan pembangunan;

program Kerja pembinaan kemasyarakatan;

program kerja pemberdayaan masyarakat;

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong;

keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang

ditempuh; dan
h. penutup.

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a memuat uraian
tentang :

a. tujuan penyusunan laporan;
b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
c. strategi dan kebijakan.

(3) Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat uraian tentang Rencana dan
Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Gampong dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

(4) Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja
Bidang Pembangunan Gampong dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintahan Gampong dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

(5) Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintahan Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.

(6) Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan
Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong sesuai
dengan kewenangan Gampong.

(7) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat uraian tentang :

a. Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
b. Qanun Gampong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong;
"c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari :
1. Pendapatan Gampong.
2. Belanja Gampong, yang terdiri dari :
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b} Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
¢) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,;
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e) Bidang penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak ;
f} Jumlah Belanja; dan
g} Surplus/Defisit.
3. Pembiayaan Gampong, yang terdiri dari :
a} Penerimaan Pembiayaan,;
b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
¢} Selisih Pembiayaan.
{8) Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang
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(9)

ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat rincian
tentang:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;

¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,;

d, Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

e. Bidang penangulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak ;
Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, memuat materi :
a. kesimpulan laporan;

b. penyampaian ucapan terima kasih; dan

c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

(10)LPPG Akhir Tahun Anggaran dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah

(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(2).

penduduk pada akhir bulan Desember.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 58

Pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong merupakan penerimaan dan
pengeluaren gampong yang dilaksanakan melaiui rekening kas gampong pada
bank yang ditunjuk Bupati.

Rekening kas gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh
Pemerintah gampong dengan spesimen tanda tangan Keuchik dan Kaur
Keuangan.

Gampong yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening
kas gampong dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Gampong
dengan spesimen tanda tangan Keuchik dan Kaur Keuangan.

Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan gampong melalui rekening kas

gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 59

Nomor rekening kas gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
dilaporkan Keuchik kepada Bupati melalui Camat.

Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas gampong kepada Gubernur
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengendalian
penyaluran dana transfer.

Pasal 60

Untuk transaksi kegiatan pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 10.000.000,-
(sepululh juta rupiah) pada satu penyedia, dilakukan melalui mekanisme
transfer langsung dari rekening kas gampong ke rekening penyedia.

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional
Pemerintah Gampong.

Pasal 61

Keuchik menugaskan Kaur pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya
menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun Gampong tentang
APBG dan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG ditetapkan.

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran gampong;



b. Rencana Kerja Kegiatan gampong; dan
¢. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan,
pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

{5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf c,
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada
Keuchik melalui Sekretaris gampong paling lama 6 (enam) hari kerja setelah
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

(1) Sekretaris Gampong melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur menyerahkan rancangan DPA.

{2) Keuchik menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
- Gampong.

Pasal 63

(1) Dalam hal terjadi perubahan Qanun Gampong tentang APBG dan/atau
perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG yang menyebabkan
terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Keuchik
menugaskan Kaur pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan
DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Gampong Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada
keuchik melalui Sekretaris Gampong paling lama 6 (enam) hari kerja setelah
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Gampong melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak Kaur menyerahkan DPPA.

(5) Keuchik menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Gampong.

Pasal 64

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAKG berdasarkan DPA yang telah
disetujui Keuchik,

(2) Rancangan RAKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, disarapaikan kepada
Keuchik melalui Sekretaris Gampong.

(3) Sekretaris Gampong melakukan verifikasi terhadap rencangan RAKG yang
digjukan Kaur Keunangan.

(4) Keuchik menyetujui rancangan RAKG yang telah diverifikasi Sekretaris
Gampong.

Pasal 65

Rancangan RAKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, memuat arus kas
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari

rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan
oleh Keuchik.



(1)

(1)
(2)

(3)

Pasal 66

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, memuat semua
pendapatan gampong yang berasal dari Pendapatan Asli Gampong, transfer dan
pendapatan lain.

Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah.

Pasal 67

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APBG.

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat persetujuan Keuchik
dan Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti tersebut.

Kaur pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kaur pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan

untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan
tugasnya.

Pasal 68

Kaur melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Keuchik.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan
melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan

dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat

dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk

()

(6)

(1)

(2)

(1)

memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan. masyarakat setempat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola,
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman

pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di
gampong.

Pasal 69

Kaur pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan
kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan
nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA,

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 70

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69, untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu
10 (sepuluh) hari kerja, Kaur pelaksana kegiatan anggaran wajib



mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk
disimpan dalam kas gampong.

{3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban
pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bukti
transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Gampong.

(5) Sekretaris Gampong memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur
pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil
dari jumlah uang yang diterima, Kaur pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas gampong,

Pasal 71

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3} Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris
gampong berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur
pelaksana kegiatan anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBG yang tercantum
dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur pelaksana kegiatan
anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(5) Keuchik menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi
yang dilakukan oleh Sekretaris Gampong.
(6) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang
tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Keuchik.

Pasal 72

Kaur pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Keuchik paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 73

(1) Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran
belanja tak terduga yang diusulkan kepada Keuchik melalui Sekretaris
Gampong.

(2)* Sekretaris Gampong melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keuchik melalui Surat Keputusan Keuchik menyetujui RAB pelaksanaan
kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan
oleh Sekretaris Gampong.

(4} keuchik melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati
paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keuchik ditetapkan.



Pasal 74

(1) Setiap pengeluaran kas gampong yang menyebabkan beban atas anggaran
Belanja gampong dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak
terhadap pengeluaran kas gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengeluaran
kas gampong atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75
Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dari

mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33,
dianggarkan dalam APBG.

Pasal 76

= (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 huruf a, digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila
realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan
dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBG tahun anggaran berkenaan.

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan
riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 77

{1} Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan
pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas gampong.

{3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam Qanun Gampong mengenai dana cadangan.

(4) Program dan Kkegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

{5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APBG.

Pasal 78

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dicatat pada
pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimasukan sebagai pendapatan asli gampong.



Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 79

(1} Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 80

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas :
a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
gampong.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 81

Penerimaan gampong disetor ke rekening kas gampong dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 82

(1) Pengeluaran atas beban APBG dilakukan berdasarkan RAKG yang telah
disetujui oleh Keuchik.

(2) Pengeluaran atas beban APBG untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola
dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur pelaksana kegiatan anggaran
atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh keuchik.

(3) Pengeluaran atas beban APBG untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia
barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas
dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur pelaksana kegiatan anggaran dan
telah disetujui oleh Keuchik.

(4} Pengeluaran atas beban APBG untuk belan;a pegawai, dilakukan secara
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Keuchik,

(5) Pengeluaran atas beban APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat {(4), dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi
penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani
oleh Kaur Keuangan.

{7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh
penerima dana.



Pasal 83

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (3], dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris
gampong paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Sekretaris gampong melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sekretaris gampong melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keuchik untuk
disetujui.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 84

Keuchik menyampaikan laporan pelaksanaan APBG semester pertama kepada
Bupati melalui camat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. laporan pelaksanaan APBG; dan

b. laporan realisasi kegiatan,

Keuchik menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara
menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80,
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 85

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBG kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat
minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

(1)
(3)

(4)

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban

Pasal 86

Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBG kepada
Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan:
a.laporan keuangan, terdiri atas :
1. laporan realisasi APBG; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b.laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk
ke gampong.

Pasal 87

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86,
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan gampong akhir
tahun anggaran.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBG kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.



Pasal 88

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, diinformasikan
kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
a. laporan realisasi APBG;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. Kkegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan.

Pasal 89

(I) Format Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.

(2) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIl.

(3} Format Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV.

(4) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V.

(5} Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VL.

(6) Format Buku Kas Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

(7) Format Buku Kas Pembantu Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIII.

(8} Format Buku Bank Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

(9) Format Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Semester Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

(10)Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Semester Akhir Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

(11)Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.

(12)Format Surat Permohonan Pencairan sebagaimana tercantum Lampiran XIII.

(13)Format Rencana Penggunaan Dana untuk Pencairan Dana ke BKK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV,

(14)Format Rencana Penggunaan Dana untuk Penarikan Dana ke Bank
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.

(15)FormatKwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.

(16)FormatPakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.

{17)FormatRekomendasi dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII.

(18)Format Surat Pengantar dari Camat sebagaimana tercantum Lampiran XIX.

(19)Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XX.

(20)Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADG sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXI.

(21)Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output BHPRK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.

(22)Sistematika LPPG sebagaimana tercantum daiam Lampiran XXIII.

(23)Format DPAL tercantum dalam Lampiran XXIV,

(24)Format Qanun Gampong tentang Perubahan APBG sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXV.

(25)Format Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG dan penjabaran
Perubahan APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI.

(26)Format Evaluasi APBG sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 90

(1) PKG sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga
pertanggungjawaban keuangan gampong. SKPK terkait, Camat dan Imum
Mukim, menurut tupoksinya masing-masing, wajib melakukan :

a. pembinaan;
b. pengawasan;
c. fasilitasi; dan
d. pemantauan serta evaluasi atas sisa Dana di RKG.
(2) Tenaga Pendamping Profesional melaksanakan fungsi pendampingan terhadap

PKG sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga
pertanggungjawaban.

Pasal 91

Bupati melalui DPMP4 dan BKK melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa
DD, ADG dan BHPRK di RKG.

Pasal 92

(1} Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD, ADG dan
BHPRK di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditemukan Sisa DD,
ADG dan BHPRK di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :

a. Meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai Sisa DD, ADG dan BHPRK di
RKG tersebut; dan/atau

b. Meminta Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan
pemeriksaan.

(2) Sisa DD, ADG dan BHPRK di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen),
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari DD, ADG dan BHPRK pada
tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD, ADG dan BHPRK tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Keuchik wajib menganggarkan kembali Sisa DD, ADG dan BHPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya
sebagai dasar penggunaan sisa DD, ADG dan BHPRK tersebut.

(4) Dalam hal rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), telah ditetapkan sisa DD, ADG dan BHPRK tersebut
dapat digunakan mendahului penetapan Qanun Gampong tentang Perubahan
APBG dengan cara menetapkan peraturan Keuchik tentang Perubahan
Penjabaran APBG dan memberitahukan kepada Tuha Peut untuk selanjutnya
ditampung dalam Qanun Gampong tentang Perubahan APBG atau
dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Gampong yang
tidak melakukan perubahan APBG.

Pasal 93

(1) Bupati dapat menunda penyaluran DD, berdasarkan rekomendasi yang
disampaikan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah {(APIP).

(2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD RKG
tahun anggaran sebelumnya.

{3) Dalarn hal Sisa DD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah
DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan
Sisa DD di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga



puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.

DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Aparatur
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.

Pasal 94

Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, telah
diterima;

b. sisa DD di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan
30% (tiga puluh persen}; dan

¢. terdapat usulan dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93

ayat (1), berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak

dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa DD di RKUD.

Pasal 95

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong
yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten.

Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong
di wilayah Kecamatan masing-masing,

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Kerugian Gampong yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
mulai berlaku untuk APBG tahun anggaran 2020.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 98
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2019 Nomor 5),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di  Blangpidie
pada tanggal 7  Feblruery 2020 M
M@&WMM H

L ﬁUPATI ACEH BARAT D {

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 1 . Febrdwr, 2020 M
/,6&7%«126 Ady 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE& CEH BARAT DAY%

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR//-



Lampiran1 : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor Tahun 2020 _
Tanggal? 2020 M
/{7 1441 H

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

B.ida,ng Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang
digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang
raencakup:
11 11 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
_ Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1 1] 01 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1[ 1] 02 |Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1] 1] 03 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 1| 04 [Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,
perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik /telpon, dll)
17 17 05 [Penyediszn Tunjangan BPD:
1} 1| 06 |Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat {ATK, makan-minum), perlengkapan
L perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll
1| 1] 07 |Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1 [90-99 [Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
|Operasional Pemerintahan Desa.
1] 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1] 2] 01 [Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1] 2| 02 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1] 2| 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1| 2 ]90-99|lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 01 [|Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dli)
11 31 02 [Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profit'’kependudukan dan
potensi desa)**
1] 3| 03 |Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1] 3} 04 [Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1] 3| 05 [Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1} 3./90-99|lain-lain kegiatan sub.bidang administrasi kependudukan, pencatatan.sipil, statistik |
dan kearsipan* '
1l 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1| 4} 01 |Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
A Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1{ 4| 02 [Penyclenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1] 4] 03 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1] 4{ 04 {Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,
dan seluruh dokumen terkait)
1} 4 05 [Pengelolasm/Administrasi/nventarisasi/Penilaian: Aset Desa
1{ 41 06 |Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan/Keuangan)
1} 4] 07 |Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan
akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
L Janggaran, informasi kepada masyarakat)
1| 4] 08 jPengembangan Sistem Informasi Desa
1| 4| 09 |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dil)**




10

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihan BPD (vang menjadi wewenang Desa)

11T

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengirman kornitingen dalam
mengikuti Lomba Desa

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
pelaporan®

“oijan

{Sub Bidang Pertanahan

—

01

Sertifikasi Tanah Kas Desg,

—

o

02

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
Pertanahan)

03

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

04

Mediasi Konflik Pertanahan

T o5

1Penyuluhan Pertanahan

06

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b | f s i b [ e

07

Penentuan/Penegasan /Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

cnfenfo e

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

|BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

Sub Bidang Pendidikan

01

{Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

02

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

03

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar

Belajar Milik Desa. **

05

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa**

06

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

07

Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

08

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

09

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

8] 207 1 o b

TBakemgan Perrdidikan bagi-Siswa Miskin/Berprestasi

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

)

Sub Bidang Keschatan

01

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;

|Tambahan Insentf Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat.

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

02

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)

3]

o]

03

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga
Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

- 04

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

05

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

06

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

07

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

08

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

O [DNOFROIROI DD DO

2 |palolo| oo

. Q9.

{Rermabangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana

Posyandu/Polindes/PKD **

bo

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*




21 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2] 3] 01 |Pemeliharaan Jalan Desa
2] 3] 02 jPemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2] 31 03 |Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2] 3| 04 [|Pemelihareaan Jembatan Milik Desa
2] 3] 05 |Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalen lain)
2] 3] 06 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
21 3] 07 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
21 3] 08 |Pemeliharaan Embung Milik Desa
21 3. 09 |Pemelibaraan Monumen/Gapura/Batas Desa.
21 31 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2] 3} 11 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang **
21 3 12 (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2y 3 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2( 3| 14 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
21 31 15 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
w2 3| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah
Milik Desa/Petilasan
24 3 17 |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah-dan Sesial Desa **
21 3| 18 |(Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2] 3| 19 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2| 3} 20 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2] 3 190-99]lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
31 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
2| 4| 01 (Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dlt)
2| 4] 02 [Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
21 4| 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
' | THajan /Suirar Bor, dii)
2| 4| 04 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dli)
2{ 4| 05 |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar
rasarana jalan)
., 21 471 06 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
1 2] 44} 07 {Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,
. Bank Sampah, dil)
2| 4] 08 |[Pemeliharaan Sistemn Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2] 4| 09 |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
21 4| 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2i 4} 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
0 JAir/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dl)**
2] 4| 12 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
(pipanisasi, dil) **
21 4] 13 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,
Selokan, Parit, dil., diluar prasarana jalan) **
2 4| 14 |Pembenguman/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umus, di ¥}
2| 4| 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dil}j**
2} 4| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,
Air limbah Rumah Tangga)**
2| 4) 17 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** |
2| 4 190-99 |lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*




Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

01

Pengelolaan Hutan Milik Desa

.02

|Pengelolaan. Lingkungan. Hidup. Desa.

cngnc.ncn

03

Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

b

)]

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*

Sub Bidang Perhubungan, Xomunikasi, dan Informatika

el o)

01

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

02

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dilj

03

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal

Desa

190-99,

lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

w .

-]

02

|

00-99 [lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif

tingkat Desa **

Sub Bidang Pariwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

1 03

|Pengembangan Pariwisata Tingkat Pesa:

[Nl o] fo ] el 1N

co|golcolcofoe

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

w

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk

|meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan

desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

01

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasarn
elaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

02

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh

TPemerintdh Desa (Satlinmas desa)

03

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa

04

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

05

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

.06

|Bantuan Hukum Lniuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.

W |ojw|w! w

07

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masyarakat

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat*

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

LW

01

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

w

02

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

03

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan
hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik
Desa **

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

190-99|lain-lain kegiatan sub.bidang Kebudayaan.dan Keagamaan*




Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

T 01

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di

Ttingkat

Kecamatan dan Kabupaten/Kota

02

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan
Wawasan

Kebangsaan, dll) tingkat Desa

03

|Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desa**

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan

[Olah Raga Milik Desa**

06

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

.01

|Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikapan Darat Milik Desa

-P__‘-h-hw'w

el Pl Ll L9V (95

02

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

N

[y

03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
Milik

04

Pembangunan,/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil
Milik

|Desa**

05

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

06

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/Nelayan **

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan®

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

01

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan
pertanian,
penggilingan Padi/jagung, dil)

A»

C 02

Peningkatan Produksi Peternakan {Alat Produksi dan pengolahan

{peternakan,

kandang, dli)

LB

bOBO

03

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dli}

04

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

03

Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk

|Pertanian./Peternakan *

ENES

slio

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

01

Peningkatan kapasitas kepala Desa

02

Peningkatan kapasitas perangkat Desa

- 03

Peningkatan kapasitas BPD

R EI e

3] Jovg [dr] (L] [4%)

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

01

Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

B2

1Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak:

03

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

S P RS B P

F N EN N EN RS

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah {UMKM)

ale

o

01

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

02

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Koperasi

03

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Non-

|Pertanian

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*




4| 6 | Sub-Bidang Dukungan Penanaman Modal
41 6] 01 [Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4 6| 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4 [ 6 (90-99]lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4i 7 Sub-Bidang Perdagangan-dan Perindustrian
4| 7| 01 {[Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 7| 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Dese/Kios milik Desa **
4 71 03 |Pengembangan Industri kecil level Desa
4 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak:
1
S 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5 1 00| Penanggulangan Bencana
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
5 2 00| Keadaan Darurat
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5 3 00| Keadaan Mendesak

*

T -

(Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)
(untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :

Pembangunan,.ata Rehabilitasi, -atau. Peningkatan, .ataxu Pengerasan).




Menimbang

Mengingat

Lampiran II: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor # Tahun 2020

Tanggalz 5 #m’ 2020 M
3 JIMALL AERr1441 H

FORMAT QANUN GAMPONG TENTANG APBG

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN GAMPONG .............
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN ..........

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG ............. ,
. a. bahwa sesual dengan Pasal .... ayat ... Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya Nomor ... Tahun ...... tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya
Keuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong .................
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);

b. bahwa Rancangan Qanun Gampong ............... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan
disepakati bersama Tuha Peut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
‘Qanun Gampong ..., terntang Anpparan Pendapatan
dan Belanja Gampong (APBG} menjadi Qanun Gampong
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
(APBG) Tahun Anggaran ........

: 1. Undang-Undang Nemer 6. Tahun 2014 tentang Desa. (l.embasan
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara 5495;);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

) Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558}
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2018 Nomor 611);

5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor .............. Tahun
........ tentang ............ {Lembaran Daerah Kabupaten
.................. Tahun ............ Nomor ..... };

6. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .............. Tahun
veeveree. TORMARE . (BeFita Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun ............ Nomor ..... )

7. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG .............
dan
KEUCHIK GAMPONG .............
MEMUTUSKAN.
Menetapkan : QANUN GAMPONG ........cccovvvennnn. TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN

----------

: Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran
.......dengan perincian. sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong Rp.rviiriniriiiiies
2. Belanja Gampong RP..ovvrvieiiniiiininiennns
Surplus/ Defisit 4+ JOOROUORORPOR

3. Pembiayaan Gampong
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ..c..ccccceiinninnnnnnn,
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .......ccccoevvvuennnnn,

Selisih Pembiayaan (a—b} Rp.eeiinniiinenn.

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong

ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBG;

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; c. daftar
dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.



Pasal 4
Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan -dan Belanja Gampong -sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBG.

Pasal 5

(1) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Gampong  dapat melakukan  kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan -dalam rancangan Qanun -Gampong tentang
perubahan APBG.

{4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Gampong;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Gampong.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Gampong pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.
Keuchik dapat mendahului perubahan APBG dengan
melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran
APBG dan memberitahukannya kepada Tuha Peuet.

Pasal 7
Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Gampong........

Pitetapkan dt ........ccooeenerene
pada tanggal .........ccooeunneee.
KEUCHIK GAMPONG..........
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS GAMPONG...........
tanda tangan

NAMA
LEMBARAN GAMPONG........ TAHUN ... NOMOR ...



Lampiran Format APRG

LAMPIRAN.
QANUN GAMPONG..........

NOMOR.......... TAHUN.......

---------

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN GAMPONG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG......
TAHUN ANGGARAN.............

--------

KODE
| REKENING

ANGGARAN[SUMBER

- DANA 1
Rp.

1 2

4 S

PENDAPATAN

PAGampong

Transfer

2l |d | |

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan

Petap, Tunjangan Tetap.dan Operasional

Pemerintahan Gampong

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Keuchik

|Belanja Pegawai

Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Statistik dan Kearsipan

Pelayanan administrasi umum dan

lkependudukan

(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

Belanja Barang dan Jasa

[Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pendidikan

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana Prasarana Perpustakaan

1/ Faman. Bacaan Gampong




)
—

05] 5| 3 {Belanja Modal

Penanggulangan Bencana, Keadaan
1Darurat dan Mendesak
Penanggulangan Bencana

5] 4 |Belanja Tak Terduga
Keadaan Darurat

= = —

5| 4 Belanja Tak Terduga

“dst|

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

|PEMBIAYAAN

6
6| 1 |Penerimaan Pembiayaan
6 | 2 {Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

. ( -------------------------------------- )

{_sterangang Cara Pengisian
Kolom I + diist berdasarkan klasifikasi Bidang Kepiatan:
a.bidang;
b. sub bidang; dan
c.kegiatan
Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja
danPembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
- a.pendapatan; dan
b.kelompok pendapatan,
: - Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan
b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
v - Bagian Pembiayaan diisi:
a.Pembiayaan;
b.Kelompok pembiayaan.
Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran Permendagri ini)
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
"kegiatan (kolom 1.c) terkait .

™



Lampiran IIl : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020

Tanggal Z L 2020.M
3 AL eer 1441 H

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

GAMPONG .....occvviiniiiinnnns KECAMATAN ......covvvveniiennnnnn
TAHUN ANGGARAN ..........
1. Bidang e
2, Kegiatan L ererreeerreneeitrraerrereanes
_ 3. Waktu Pelaksanaan : ........ccoceeeeevnvinennnns
Rincian Pendanaan
NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN | JUMLAH
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 g 5
U
1 JUMLAH (Rp.)
................. ,tanggal ....ooeeiiiieinnn.
Disetujui Kaur......ccoooeiivinnniinnnn,
Keuchik,

------------------------------------------

Cara Pengisian :

Or U1 & o

orang/barang;

N

-------------------------------------------

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja gampong;
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBG;.

kolom 1 diisi dengan nomor urut;
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan;
kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang;
kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar

kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.




Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020

Tanggal (5 y  2020.M
MAllGrhi ey 1441 H

FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
A, Bulkuy Kas Pembanty XKegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

GAMPONG............covevene KECAMATAN.......oovveininenann,
TAHUN ANGGARAN.......ccvvirviiivinineeninverrnecennans
No.| Tanggal | Nomor Uraian Penerimaan| Pengeluaran (Rp) {Pengembalian| Saldo Kas
: Bukti dari Kas ke Kas (Rp.)
(Rp) Belanja | Belanja | Gampong
Barang | Modal (Rp)
I dan Jasa | 1
11 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah
dari halaman
Jsebelumnya
Jumlah
Total
Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas

- Cara pengisian:

\7Kolom 1 :diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Gampong,
Kolom 6 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 7 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Gampong.
Kolom 9 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

4




B. Buku Kas Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat.

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

GAMPONG.........ocoevvnenes KECAMATAN.....cvviiiiienannnns
TAHUN ANGGARAN .. ...ociiiiie v iieaecveeereenes
Nama Kegiatan .................c.oceeunenes,
No.| Tanggal | Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas
E I § 1 Bukt | Bukti-setor Ked  (Rp.)
Uang Barang Kas Gampong
(Rp) Tenaga (Rp)
Volume
1 2 3 4 5 6 7 8

|Pindahan

Jumlah

dari halaman

sebelumnya
Jumlah
1Total '
o Penerimaan Total Pengeluaran
L/ Total Pengeluaran + Saldo Kas

....................... penrerereeieaierreraes
KaUr....cooviiiiiiiiniianiiceiiincnnes
A )

Cara pengisian:
: diisi dengan nomor urut.

:-diisi dengan tanggal transaksi.

: diisi dengan nomor bukti transaksi.
: diisi dengan uraiat transaksi.

: diisi dengan jumlah uang yang diberikan.

: diisi dengan volume jenis barang dan jasa.
: diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Gampong.
: diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
C-}(olom 8




Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 4 Tahun 2020

Tanggal er;  2020.M

MALCE Afdeir 1441 H

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN FEMBAYARAN ({ SPP)

-------------------------------------------------------------------------------------

Cara Pengisian :

Bidamg- diisi- derrgan kode rekening berdasarkan kdasifikesi-kelompok-belanja gpampong.
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBG.
Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

Kolom 5. diisi.dengan sincian. yang dimintakan untuk. dibayar..

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

© 0N UH WY

GAMPONG ..., KECAMATAN ..coiinviiiienccncnnnnns
TAHUN ANGGARAN ..........
1. Bidang D eerrerera e ea e ana e
2. Sub Bidang L ireeriebeererreee e raeraeen
3. Kegiatan D rieerereerere e e
4, Waktu Pelaksanaan : ...,
pagu | PENCAIRAN) pppuinraan | TOVEAH | sisa
_'NO.l URAIAN .ANGGARAN LALL SEKARANG SAAT INL DANA“
(Rp.) (Rp.) (Rp.) {Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH
................. »tanggal ....ooiviiniinnn,
Telah dilakukan. verifikasi Kaur. ... convusmrares.
Sekretaris Gampong,
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar funas
Keuchik, Kaur Keuangan,




Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 7 2020.M

13 [0 o teliif 441 H

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

GAMPONG ..veeeveeeeeeeenn, KECAMATAN .ovovveeeeeeeieereeeans
TAHUN ANGGARAN ..........
1. Bidang = e,
2. Sub Bidang = .,
3. Keglatam = i,
NO.| PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4
JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagai terlampir,

untuk kelengkapan administrasi

perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

e

dan pemeriksaan sesuai peraturan

--------------

nnnnnnn

----------------------------------------------------------

- Cara Pengisian:

!

NonhLh

.+ 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan Kklasifikasi kelompok belanja gampong;
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBG;
Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja;
Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja;
kolom 4 diisi dengan jumlah belanja;

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.




- N
Lampiran VII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Talrun 2020
Tanggal 7 . FEérters 2020 M
SR fOvntel fteek 1441 H
FORMAT BUKU KAS UMUM
BUKU KAS UMUM
GAMPONG ..covevvieiercnaiians
TAHUN ANGGARAN ..........
KECAMATAN  : ..cocirienes SO
KABUPATEN : ACEH BARAT DAYA
PROVINSI : ACEH . . . .
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | NO JUMLAH SALDO
TANGGAL | KODE REKENING URAIAN ; et PENGELUARAN i
NO. | (RP:) ., (RP.) * BUKTI . KOMULATIF (EP)
1 2 3 . 4 5 . 6 . 7 . 8 9
- > : ; . , :
ajbjcja|b|cid
JUMLAH Rp. Rp. | '_: Rp. | Rp.
................ ,tanggal .................el.
Diverifikasi oleh Kaur Keuangan,

Sekretaris Gampong;

------------------------------------------

-----------------------------------------

Disetujui oleh :

Keuychik

R AR R R AN A R AR RN T AN SR SRS R )




N

Lampiran VIII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor < Tahun 2020

Tanggal 7 . FFEE X ¢=rs . 2020 M
é ﬁf‘«@z AELer 1441 H
FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

GAMPONG oo .. KECAMATAN ........... e
TAHUN ANGGARAN ..........
‘ i T PEMOTONGAN g PENYETORAN SALDO
No. TANGGAL URAIAN ~

; . . _‘ (Rp.}. . . (Rp) . .(Rp.)

1 5 3 . _ 4 _ R ,, 6

JUMLAH
................ ,tanggal .....................
MENGETAHUI KAUR KEUANGAN,

KEUCHIK,

T RN N N R AR NN R R R LR RN

-----------------------------------------




Cara Péngisian :

Kolom ldiisi dengan nomor urut penerima atau pengeluaran;

Kolom 2 diisi dengan tanggal perierimaan atau pengeluaran;

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaah atau pengeluaran sebagainiana tertera dafam Penjabaran APBG;
Kolom 4 diisi dengan uraian trarnsaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APBG;
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan;

Kolom 6 diisi dengan jumlah rugiah pengeluaran ;

Kolpm 7 diisi dengan nomor bukti transaksi;

Kolom 8 diisi dengan penjumilahan komulatif pengeluaran;

Kolpm 9 diisi dengan saldo kas.

© 0 NG R0



Lampiran IX : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020 |
Tanggal 7 ¢ 7% 6 2020 M
A ALl 1441 H
FORMAT BUKU BANK GAMPONG
| BUKU BANK GAMPONG
GAMPONG ...oveeeeeeeeaaaanns KECAMATAN .....oovveiaeneennnn.,
TAHUN ANGGARAN ..........
BULAN
BANK CABANG
| REK. NO. o
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN BUKTI . ,‘ BIAYA SALDO
NO. | 'RANSAKSI | TRANSAKSI | TRANSAKSI SETORAN BUNGA BANK | PENARIKAN | PAJAK | \ (50 iNISTRAST
_ . __(Rp) (Rp.) ._(Rp) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSARSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
................ ,tanggal ...
MENGETAHU} KAUR KEUANGAN,
KEUCHIK,

R N R RS R N RS R R RSN L)

.........................................




"

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimiaan atau pengeluaran kus pengeluaran;
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimadn atau pengeluaran kas pengeluarari;
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimean kas atau pengeluaran kas;

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas;

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas;

Kojom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

ko~



Lampiran X : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2020 _

Tangga]7 r 20 M

B (JMAAL AL fo8 1441 H

FORMAT LAPORAKN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPOKG
SEMESTER PERTAMA

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH GAMPONG..............

g . | REALISASL. |, 4
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN | ANGGARAN | SUMBER

(Rp) Rp) DANA
1 2 3 4 5 6

=2
e}
j

PENDAPATAN

- |PADDesa
1 Hagil usaha
1} ... |<Obyek Pendaepatan>
Transfer
Dana Desa
Pendapatan lain-lain
1|  |Penerimaan dari Hasil Kerjasama
Antar Desa
1[ .... |<Obyek Pendapatan>
dst...

Pl
FN RN BN N Y Y N W W

—

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA

1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

1j 1 Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

111 |01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
: jangan Kepala Desa
~ 111 (01511 Belanja Pegawai
111011353411 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan
J S T R I KepslaDesa
1 0115711 1} ... |<Rincian Obyek Belanja>
3. Administrasi Kependuduken,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
1{ 3 {01 Pelayanan administrasi umum dan
T 1T 1 T 1 1 kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, di)
1 3 |01} 5] 2 Belanja Barang dan Jasa
113 {015 ]2 2 Belanja Jasa Honorarium
<Rincian Obyek Belanja>

X R R TR T IPelaksanaan Pembangunan Desa




Pendidikan

1[@5

Pembangunan /Rehabilitasi/ Pemngk
latan.-Sarana Prasanana.

Perpustakaan /Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

05

Belanja Modal

b (DD

05

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

105,

.. J<Rincian Qbyek Belanja>

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

00

Penanggulangan Bencana

00

Belanja Tak Terduga

ai|afefenjen] o=~
—fstea]l—

100,

00,

cnenfenfen
FNENEFN

|Belanja Tak Terduga

00

00 | 00 |Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN,

Penerimaan Pembiayaan

1 SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

1 Pembentukan Dana Cadangan

o B Te B ) [o) [eyY [0 fa)
DB IO ==

1 |Pembentukan Dana Cadangan

dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Cara pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;

b. Sub Bidang; dan

c. kegiatan,

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,

Bagian pendapatan diisi:
a., Pendapatan;

b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
&. Pembiayaan;

-------------------

Belanja dean Pembiayaan:




Kolom 3
ini)

Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

b. Kelompok pembiayaan; dan
c¢. jenis pembiayaan,
diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri

diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan

diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
kegiatan {kolom 1.c} terkait



RS

Lampiran XI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 7, Fbrtery, 2020 M

W Alfzr1441 H

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG SEMESTER AKHIR TAHUN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG SEMESTERAN

PEMERINTAH GAMPONG

¢
--------

................

TAHUN ANGGARAN ..........
PERIODE : SEMESTER II (TAHUN])
KODE REK URAIAN A;.'ggk‘;iu SEMETER SEMESTEI;EA”SSI: :»IEMESTER - ANS&‘;AN
. . _ LALY . Nl . INi %o ,
1 _ 2 3 4 5 ) 6 ] 7 8
1. PENDAPATAN ' ' ' '
1.1, Pendapahn Asli Gampong
1.1.1. Hasil Usaha Gampong
1.1.2. Hasil Aset Gampong
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1.1.4. Lain<ain Pendapatan Asli Gampong yangj sah
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1. Dang Desa
1.2.2. Bagian dari Hasil Pajak: & Retribusi Kabupaten
1.2.3. Alokgsi Dana Gampong
1.2.4. Bantuan Keuangan dari APBA
12.5.

Bantuan Keuangan dar APBK




KODE REK " URAIAN Adgz‘kﬁ'}w SEMETER SEMESTE';EALISSQ :’EMESTER' " ANGSC‘;?&?QAN
. LALU NI INI
1 ‘ . 2 3 4 5 6 7 8
13. Lain-léin Pendapatan éampong yang Sah
1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
1.3.2. Lainjain Pendapatan Gampong yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
2, BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1. Belanja Pegawai
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong
2.1.1.1.2 Tynjangan Keuchik dan Perangkat Gampong
21.2. Operasional Kantor Keuchik
2122 Belanja Barang dan Jasa
2.1.2.21. Bslanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
21222 Bélanja Alat Tulis Kantor
2.1.2.23. Bélanja Alat-alat Kepersihan dan Bahdan Pembersih
2.1.2.24. Bélanja Benda Pos dan Materai
2.1.2.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
21226. Bslanja Fotocopy, Cetak dan Penggaridaan
2.1.2.27. Belanja Makanan dgn Minuman Rapat
2.1.2.2:8. Be_i_fanja BukufMataﬁ(ModuUBahan Bagaan




" KODE REK URAIAN Aﬁ'{éﬁkﬁ'},\; SEMETER SEMESTEI::EA!J:: z:EMESTER- ,; ' ANGS(I;?QARAN

. X LALU INI INi ¢
1 | _ 2 3 4 5 6 7 8

21.229. Bélanja Bahan Prakfek dan Pelatihan

2.1.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

2.1.2.2.dst. DSL oo

2.1.2.3. Belanja Moda!

212319, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

2.1.2.3.21. Belanja Modal Komputer

2.1.dst. Kegiatan .....cccocueucue

2.1.dst.dst. Belanja ....

2.1.dst.dst.dst. DSt. oo

2.2, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2.2,12, Kegiatan Pembangunan Jalan

2.2.12.3. Belanja Modal

2.1.12.3.53, Bélanja Modal Jalan

2.2.13. Kegiatan Pembangunan Jembatan

2.2.13.3. Belanja Modal

2.2.32.3.54. Belanja Modal Jalan

2.2.dst. Kegiatan .......c.sveerees

2.2.dst.dst. Bol@na ....cocreseeens

2.2.dst.dst.dst. Dst..




JUMLAH

REALISASI

A . : . SISA
KODE REK URAIAN ANGGARAN | SEWMETER | SEMESTER | SD SEMESTER " ANGGARAN
. . LALY INI, NI ? .
. : 2 3 4 5 6 7 8
23, idang Pembina%in Kemasyarakat-_an ' ' ' '
2.3.1. Bantuan Insentif Untuk Lembaga Kemasyarakatan Gampong
2.3.1.2 Belanja Barany dan Jasa
2.31.2.31. Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong
£2.3.dst. Kegiatan .......cmen
2.3.dst.dst. Belanja ..........iuen
£.3.dst.dst.dst. Dst. ..
2.4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2.4.4 Bantuan Insentif Untuk Kader Posyandu
2.4.4.2 Belanja Barang dan Jasa
2.4.4.2.30. Belanja Insentif Kader Posyandu
2.4.24. Bantuan Pembérdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)
2.4.24.2, Belanja Barang dan Jasa
2.4.242.25. Belanja Perlengkapan Otah Raga
£.4.88. Kegiatan Pelatihan Bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
Pemuda
24.88.2 Belanja Barang dan Jasa
£48822 Belanja Alat Tulis Kantor
2488286, Belanja Fotogopy, Cetak dan Pénggandaan

?.4.88.2.7.

Belanja Makanan dan Minuman' Rapat




F0 a
e G
REALISASI
; JUMLAH : . . . SISA
KODE REK URAIAN ANGGARAN | SEWETER | SEMESTER | 5D SEMESTER ” ANCaE A

. . LALY INI, INE, ° .
o1 _ 2 3 4 5 6 7 8
2.4.88.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan ' ' ' ' '
2.4.dst. Kegiatan .........cc......
24.dstdst Bolarna ......cccieeseer
2.4 dst.dst.dst. [
2.5. Bidang Tak Terduga
2.5.1. Kegiatan Penariggulangan Bencana Alam
2.5.1.2, Belanja Barang dan Jasa
£.5.1.2.03. Belanja Alat-dlat Kebersihan dan Bahan Pembersih
£.5.1.2.20., Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyargkat
2.5.dst. Kegiatan ...
2.5.dst.dst Belanja .......... Foereon
2.5.dst.dst.dst, Dst. e

JUMLAH BELANJA
SURPLUS / (DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan
5.1.1. Sisa Lebih Perhftungan Anggaran Tahun Sebeiumnya
312 Pencairan Dana Cadangan




REALISASI

JUMLAH : . SISA
KODE REK URAIAN ANGGARAN | SEMETER | SEMESTER | SD SEMESTER " ANGGARAN
09

. LALU INI INI

1 ) 2 3 4 5 6 7 8
313 ‘ HasiI' Penjualan Kekayéan Gampong Yaﬁg Dipisahkan
3.2. Pengejuaran Pembiayaan
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2. Penyertaan Modal Gampong

JUMLAH PEMBIAYAAN
SISA LEBIHAKURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
................. »tanggal ...l
Keuchik Gampong .......cc......... ereeens

TTD
(faeeermrmreeennns e reaneraaens )




Lampiran XII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020

Tanggal zgsgmw 2020 M
(3\/ M lil Aklei44] H

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBG

KEUCHIK GAMPONG ...
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN GAMPONG .............
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN ..........

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEUCHIK GAMPONG .............

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... ayat ... Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun ...... tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong dalam Kabupaten
Aceh Barat Daya, Keuchik wajib menyusun Qanun
Gampong, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran ..........

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Qanun Gampong
...................... tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Gampong Tahun Anggaran ...........

—

Mengingat . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia



i

L

Menetapkan

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomer -60. Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor .8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

3. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor .............. Tahun
........ tentang  ............. (lLembaran Daerah Kabupaten
.................. Tahun ............ Nomor ..... };

4. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .............. Tahun
........ tentang ............. (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun ............ Nomor ..... )s

5. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG .............
dan
KEUCHIK GAMPONG .............
MEMUTUSKAN
: QANUN GAMPONG .....cccccevveenrennn. TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA -GAMPONG TAHUN
ANGGARAN .......... ‘

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran .......... -dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Gampong 24 3 J

2. Belanja Gampong
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Rp. i

b. Bidang Pembangunan RD. vt s sis s
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 34 o
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RP. coiviiireininnniinns
e. Bidang Tak Terduga RP. cioreeiereniiinniines
Jumlah Belanja RP. tirereriieeiiicenizen.
Surplus/Defisit RP. oo,
3. Pembiayaan Gampong
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. i,
b. Pengeluaran Pembiayaan RD. eveveeineniieesnnee,

Selisih Pembiaysan (a—-b) RP. cieiiiiiinineninns



——

I

-l

Pasal 2

Uraian: lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Qanun Gampong ini terdiri dari :

1. Lampiran : Laporan Keuangan;
2, Lampiran I : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran....

3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Kabupaten yang
masuk ke gampong;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam. pasal 2 merupalkan bagian
yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 4
Qanun Gampong ini mulai berlaku pada -tanggal-d.iumdéngkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun
Gampong ini dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris

Gampong.

Ditetapkan di ....................
Pada tanggal ........ccccoeenvn,

KEUCHIK GAMPONG ........c.ccovvnnennn, ,

-----------------------------------------

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS GAMPONG........... )

tanda tangan

........................................

LEMBARAN GAMPONG........ TAHUN ... NOMOR ...



Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN [

QANUN GAMPONG......

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.
REALISASI APBG

Laporan Keuangan
Pemerintah Gampong.........ccocevevivveninnnes

Kab aten Aceh Barat Daya
un Anggaran .........

Daftar Isi
halaman
| Laperan Realisasi APBG:
II Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
1 Rekonsiliasi -SILPA dan Kas.
2 Pendapatan Asli Gampong
3 Dana Desa
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
5 Alokasi Dana Desa
7 Bantuan Keuangan Kabupaten
8 Pendapatan Lain lain
G Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Gampong
# Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Gampong
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Gampong
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
# Gampong
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
# Pembiayaan
# Aset Desa
# Penyertaan Modal Gampong

MO M MM MO M M M MMM MM MM

U

Mo MM

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Gampong
Lampiran 2 - ...ooooevviiiiiieninnncrnnnn,

woM



. Format Laporan Realisasi APBG

LAPORAN REALISASI APB GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG

Kecamatan ...
Kabupaten Aceh Bara Daya
TAHUN ANGGARAN .........
. . {Lebih)/
Ref Anggaran Realisasi kurang
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Gampong c.2 XXX XHX XK KKK XHH
Pendapatan Transfer
Dana Desa C.3 KK XX XXX, XK XXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 boo & oo d IO XK ble o
*Alokasi Dana Desa C.5 XRX XXX FOOK KKK e’ d
Bantuan Keunangan Propinsi C6 XX, KX KK, KKK XK
Bantuan Keuangan Kabupaten C.7 IO JO0K XXX.XKK XXX
Pendapatan Lain lain cs JOXK XXX XXX KKK XXX
JUMLAH PENDAPATAN IO XKX X KXXXKX X.XKK
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Gampong C.9 dan C15 OO 0K XKXIK XXX
Bidang Pelaksanaan Pemnbangunan Gampong C.10 dan C15 JOIR 00K RXK.XKX KKK
Bidang Pembinaan Kemasyaraian Gampong C.11 dan C15 XRXXHX RXX JXK XK
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong C.12dan C15 JOOKRRXK XXX KKK oK
Bidang Penengulangan Bencana, Keadaan Darurat dan  C.13 dan C15 30K JOK bovBived XXX
Mendesak Gampong
JUMLAH BELANJA Cc.14 X 00K XXX X 00K, 00K XHXX
SURPLUS/(DEFISIT) LXK XX XXX XX
PEMBIAYAAN C.15
Penerimaan Pembiayaan JOCK. KKK KoK AKX XHR
Pengeluaran Pembiayaan IO XXX KKK KRN XHH
PEMBIAYAAN NETTO XX XXX XXX XX
SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari laporan keug.nga.n



II. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Gampong.........c.ccccivieiennensy
Kecamatan.............. , Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran ........

A. Informasi Umum
Pemerintah Gampong ..... merupekan desa di Kecamatan ......... , Kabupaten Aceh Barat Daya. Sesuai dengan
Keputusan Bupati: No. ..cccvvevvneenieiiniann Tariggal ..ovevericninnennnns , 'saat ini kepengurusan Pemerintahan
Gampong
1. Keuhik ! .oivvenniiiiinnnnne.

2. Sekretaris Gampong ©.....ccoocvivennes
FG 0 (41| § o

4, Kaur Kellangan : v

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di.cccvcveevveeriiierincninnnnns , Gampong....... , Kecamatan........... , Kabupaten
Aceh Barat Daya.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBG sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.

Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan
dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1 XX
Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XX
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XX
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan HXX)

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX

Saldo Kas per 31 Desember 20x1 XXXX

2. Pendapatan Asli Gampong
Pendapatan Asli Gampong terdiri dari:

Anggaran Realisasi (m
Pendapatan Asli Gampong terdiri dari: _
a. Hasil Usaha XXX XXX KKK KKK XXX
b. Hasil Aset XXX XXX XXX XKX KK
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Reyong XXX.XKX XXX. XXX *RX
d. Lain-lain PAG yang seh XX XXX XXX XXX XKX
KRKTEKR: EREXEK XXX

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang dipercleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa
selama tahun anggarar, 20x1 adalah sebagai berikut:

L Lebih
Anggaran Realisasi (kumn) é
Tahap-1 p.v.5: o K KKK p 3.3
Tahap 2 pio b ve ] XXX XXX XXX
XX, KKK XA KKK XXX

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

Anggaran Realisasi %glﬁg
Tahap 1 XK XXX XK XXX K
Tahap 2 pioo b 4. 4.4 RXK KKK XXX
......... po e d XXX.KXX XXX
XXX XKL XRK, AKX ¥XX

5. Alokasi Dana Gampong (ADG)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah sebagai beikut:

Anggeran Realisasi (Lebih)/
kurang
Tahap 1 XXX XXX XXX XXX XXX

Tahap 2 KEXK KKK XXX XXX XXX



~

N

Ny

......... KXX.XXX XXX XKX XXX
6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Gampong veng berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........ adatah sebagai beikut:
L (Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
WA KRK R R 50 ]
.................. XXX XXX XXX XXX XKHK
pie.edbies d RXXRXX XXX
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Gampong yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, ........... adalah sebagai
. {Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
.................. RN KK R KK RRXK
.................. X KKK pirodhvied XXX
XXX XXX XXX XX XXX
8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:
. ‘(Lebih}y/
Anggaran Realisasi (kftrarZé
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Gampong XXX KXX XXX KXX XXX
Penerimaan dari hasil kerjasama Gampong dengan pihak
ketiga XXX.XXX KKK XXX XXX
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Gampong XKX.XXK XXX XXX XXX
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga XXX XXX XKX. XXX XXX
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
Gampong XXX XXX KKK XKX HXX
Bunga bank JOOX. XX boo.o:.0 03 XXX
Lain-lain pendapatan yang sah XXX XXX XXX XXX XRX
XXX XX XXX XKX KXX
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
Lebih
Anggaran Realisasi (ku rang
Belanja -Pegawai. XK XXX KK KKK RXXK
Belanja Barang dan Jasa RRXRLEXX XHX.XXX XXX
Belanja Modal XKKXHX KKK KKK XXX
XXX XK XXX XXX XKK
10. Belanja - Bidang Pembangunan Gampong
Belanja untuk Bidang Pembangunan Gampong terdiri dari;

' Anggaran Realisasi %?nﬂ:.}g{
‘Belanja-Barang dan-Jasa. KR XXK KK RX%
Belanja Modal XXX, XXX KXK.XKX XXX

KX XXX KX, XXX XXX
11..Belanja. - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Gampong
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong terdiri dari:
. {Lebih)/
Anggaran Realisasi lkurang
Belanja Barang dan Jase, XXX, KKK XXX XXX XXX
Belanja Modat KX XXX XXX XXX XXX
XXX XRX XXX XKX XXX
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Gampong terdiri dari:
Anggaran Realisasi (ﬁ];;hn)é
Belanja.-Barang-dan-Jasa. KRR KKK piaic e ] p1s:53
Belanja Modat KXX.XXX XXX.XXK XXX
13.

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong



oy,

----------------

14, Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong

Jaminan Kesehatan Keuchik dan Perangkat
Desa
Tunjangan Tuha Reuet

Belanja Barang dan Jasa,

Belanja Barang Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa Honorarium

Belanja Operasional Aparatur Gampong
‘Belanja Jasa Sewa

Belanja Operasional Perkantoran
Belanja Pemeliharaan

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Belanja Modal Kendaraan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase
Belanja Modal JaringanfInstalasi

Belanja Modal lainnya

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Gampong

Sub Bidang Penyelenggeraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan

" Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,
Kewargan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

Bidang Pembangunan Gampong

‘Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Sub Bidang Pekerjaan Umuim dan Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Bidang Pariwisata

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Gampong

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat

Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Gampong melakukan penanggulangan bencana dan
keadaan darurat sebagai berikut

L ebih

Anggaran Realisasi (}]:ura.ng
XRR.EXX XKK. KKK, XXX

s Lebih

Anggaran Realisasi (kurng
RXR.KXX HOOK XKX XEX
300K 0K 300K XX XXX
XXK.XRX pioio oo XXX
R IRK XXX XXX KER
XK. XXX EXK XXX XXX
XXX XXX KK XX XXX
FEX. XXX XKX.KXX XXX
XRK.ZXK KKK KXX pio o4
XXX .RXX TXAKEX XXX
XXX XEX XK XXX XXX
pioiodhleed FOOLLXKK XXX
XX X XX KKK XXX
XXX.KRX XXX XXX XKX
Ko KAX XXX KKK b'o.9.4
pioio.dbie XX KEX XXX
pioiodbeed AK XXX XXX
oo dheied K KKK XXX
XX KKK XXX XXX XEX
XX KHK XXX XXX pe:s.4
XXX KAX XXX XXX XXX
OO0 XKX XXX XX
XX KAX XX 30X XXX
povidheied HK.XKX XXX

s bih

Anggaran Realisasi M
plsio Bbeed XKK. XXX XXX
OO XXX oo dioed XXX
po o Beied XX XX XX
pos sod OO XXX pio o4
XXX XK RXX XHX
XHX.KXX XHK. XXX XXX
XK. XXX XK. XXX XX
XXX.KXX XK. XKX pioiod
pioio B oo d pioio oo XXX
XX KKK poiodeied XX
XHX.KXX MK XKX b'o.9.4
XX .KEK p o0 vvd XXX
OO XKX XX, XXX XXX
300X.300K po o el XXX
XXX XXX XXX.XXXK b'o.9.4



16.

17

18.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

XKK KKK FOOKLXKX XXX
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga XK EKXK XRX XXX XXX
‘Sub Bidang Kelembagaan ¥Masyarakait KKK KKK ERX.ZEX XXX

ARA XXX oo oo d XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan XXX KKK AKX XXX XXX
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan XXX XXX bosdhee:d XX
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong XX XXX XXX XKX XXX
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, XXX XK XXX XXX " XXX
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecit dan XXX XXX XXX XXX XXX
Menengah (UMKM).
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal KKK KKK KKK KKK XXX
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian OO XKX XXX.XKX XXX
XXX XXX XHK XXX XX
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Gampong
Sub-Bidang Penanggulengan -Bencana bisio R iosd piois &b oo AR
. Sub Bidang Keadaan Darurat RXX.EXX XXX XXX XXX
Sub Bidang Keadaan Mendesak. XK, KKK pivie. b 0,04 XXX
XXX XXX KK KKK RXX
Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:
N ebih
Anggaran Realisasi (llzurang
‘Penerimaan-Pembiayaan. KRR KK K K, TR
Pengeluaran Pembiayaan XXX.XKX KKK XXX XXX
poiedend XXX XXX XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya XXX.XXX XXK. XXX XXX
2. Penrcairan Daha -Cadangan: RRKKEX: HRRIKRR oo g
3. Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang dipisahkan XXX XXX OO XXX XXX
XXX KHH XXX XXX XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari;
1. Pembentukan Dana Cadangan XK XXX XX KKK XXX
2. Pertyertaanr Modal Garhpony AKX KRICKHK KKK
XXX XXX THHXKX XXX
. Aset Gampong
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,
Penambahan/
20x0 20x1 (Pengurangan)
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat XXX XX XXX XKX XXX
Kendaraan XXK. XXX XXX XXX piov.d
Gedung dan Bangunan XEX . KXX XXH XXX XXK
Jalan XXX XXX XK. 3K XXX
Jembatan XXX XXX XXX, XKX XXX
Irigasi/Enibung/Air Sungai/Drainase OO XXX KKK XXX XXX
Jaringan /Instalasi THX.KXX KX XXX XXX
Aset Tetap lainnya XX XXX XXX XXX XXX
Konstruksi dalam Pengerjaan XXX.XXX OO0 XXX XX
XXX.XKX XXX XXX XXX
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....
Penyertaan Modal Gampong
Pernyertaan Modal Desa pada BUMG adalah sebagai berikut,
Penambahan
20x0 20x1 {Pengurangan)/
BUMDes XXX KK AKX B.0.0.4 0.6 4 KKK
BUMDes YYY XXX XXX XXX XXX XXX
....... 3000 XXX proe B ves XXX
HOOK KKK OO XRX XXX

R AR AR - r—— - p—— e e vy = 4 &



Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk

Ke Desa

LAMPIRAN III
QANUN GAMPONG.........

NOMOR

.... TAHUN.....

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGIJAWABAN
REALISASI APBG

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG

MASUK KE GAMPONG

Gampong = ..

Kecamatan = @ .icviivivireniriennnnn.

Kabupaten ...,

ProvinsSi 1 erieieiieieens

Kegiatan Anggaran
No.} Program %,lmb p
Jenis Lokasi | Volume| Satuan| Jumlah Dana




Lampiran XIlI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 7 Felranly 2020 M

WMMMMM H

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

PEMERINTAH GAMPONG ......ccoooivinnnnian.
KECAMATAN ........ccociiiniinnss
KABUPATEN .....ccooviiiiienee

Perihal : Permohonan Pencairan Kepada Yth. :
DD, ADG dan BHPRX Bapak Bupati Aceh Barat Daya
Tahap 1/Tahap Selanjutnya c¢/q. Kepala Badan Keuangan

TA. 20, Kahupaten Aceh Barat Daya.

di -
Blangpidie.

Dengan mempedomani :

a. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Gampong dalarn Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........

tanggal ....oeveiiiciiininenen. tentang Pedoman Pembangunan
Gampong,;

c. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal ....ooooiiiiniinnn, tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran .......... ;

d. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal ...........o tentang Besaran Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran .......... ;

e. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal .......ooociineiiienes tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong
serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk
setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun

Anggaran .......... ;

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan DD, ADG
dan BHPRK Tahap I (....%)/Tahap Selanjutnya (....%) sebagai
berikut :

a. Tahun Anggaran L e retrrrreaetacaraea e anean

b. Total Dana TRD.
Terbilang



c. Jumlah Pencairan, dengan rincian :
- DD TRP. et
-~ ADG- TRP.
- BHPRK TRD. i
Jumlah I RP. cieconnsnnssncencrsscrscrscnas
Terbilang L sresesneursnecencnantesnsannastrnsene

d. Nama-dan Nemor Rekening Bank :Bank ..o,

-------------------------------------------

Tembusan :
1. Kepala DPMP4 Kab. Aceh Barat Daya;
2. Camat

asaamavased Sraazessasaustae



&

Tanggel

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020
7 Ry, 2020.M

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN. DANA

13( omnddl ket 441 H

GAMPONG .....ccoceviviiininnnn, KECAMATAN .....coiiviiviniiiennns
TAHUN ANGGARAN .........
TAHAP | TAHAP 11 TAHAP 11} TOTAL
NO KEGIATAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
) ANGGARAN | VOLUME | ANGGARAN | VOLUME | ANGGARAN | VOLUME | ANGGARAN
(Rp.). {(Rp.) (Rp) {Rp.) 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH TOTAL
................. ,tanggal ....oovveiniiienn,
Keuchik Gampong .................. )

-------------------------------------------




C

Lampiran XV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 7 ( F¥Snttsy> 2020 M
73 Of(mﬂm 1441 H
FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA
UNTU PENARIKAN DANA KE BANK
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD}
KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK
Provinsi : Aceh Nomor RAB
Kabupaten : Aceh Barat Daya Bidang
Kecamatan : Jenis Kegiatan
Gampong Ukuran/ unit
Sumber Dana Lokasi Kegiatan
VOLUME
—— . Unit H JUMLAH
NO | URAIN e [Reaisee s a | Pengafuan | Swmeh | Siuan | Saman | ()
1 2 3 4 S 6 7 8 9
i BAHAN
SUB TOTAL BAHAN
II ALAT
SUB TOTAL ALAT]
il UPAH
T SUB TOTAL UPAH
IV_| OPERASIONAL
SUB TOTAL OPERASION,
‘Total Biaya Pengajuan (I + II + III +IV)
Terbilang
................. , tangegal ............
Di Verifikasi Oleh Dibuat Oleh
Sckretaris Gampong....... PLD Kaur.....oee. erereasy
Mengetahui

Keuchik Gampong...........

----------------------------------------



Lampiran XVI: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020

Tanggal 7 = 77 2020.M
7 1441 H

FORMAT KWITANSY

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan
Kabupaten {(PPKK).

Uang Banyaknya

Yaitu : Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Gampong
Tahap I/Tahap Selanjutnya sesuat
dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun
tanggal tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana
Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat
Daya Tahun Anggaran dibebankan pada Pos Belanja
Bantuan Keuangan DPA-PPKK Badan Keuangan Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun Anggaran

Mengetahui

Pejabat Pengelola Kewatgarn Kabupaten, "Yang Menerima,

Nama
PEEEPIEILIESEIOLOOINIRNINIS [1X3) Pekteaan

Alamat yang terang :

Terbilang Rp. c.ceeerecnrerens veraressasteansasenes "~

Barang2/Pekerjaan yang dimaksud telah Lunas Dibayar
diterima/ diselenggarakan dengan sempurna Bendahara Pengeluaran PPKK,
pada tanggal
Pengurus Barang/Pekerjaan,

------------- AT IIITENIIIE]




Lampiran XVII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 7 2020 M
Akl o 1441 H

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
PEMERINTAH GAMPONG .........ccoovininnnns

KECAMATAN .....oiiiiinens
KABUPATEN ......ccovvvinninnen

PAKTA INTEGRITAS.
Nomor : .....oveveene

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Q;} B2 o b T U

Jabatan : Keuchik Gampong ................ , Kemukiman ................ ,
Kecamatan ................ , Kabupaten Aceh Barat Daya

AlaTNat o e e a ra e
No. HP et mne e n e eene e oA Am et eE e eSS et LA A A 44 08 S,
Bertindak sesuai dengan jabatan atas nama Pemerintah Gampong
................ , Kemukiman ................, Kecamatan ................, Kabupaten
Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Nomor ........ Tahun ......... tanggal ...........

Dengan ini menyatakan :
1. Bahwa kami benar-benar menerima DD, ADG dan BHPRK Tahap 1

(....%)/Tahap Selanjutnya {....%) Tehun Anggaran .......... sebesar Rp.
evssersersssatertasissrasessusee D rrrrereesonnnenees) dari Total Dana
- SEDESAI RP.  trerrernsnrsesenncercsannnissienseym (e )
o sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal ...ooooiiiiviiinnn tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun Anggaran .......... ;

2. Bahwa dana yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan
kami pergunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong {APBG), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong
{RPIUMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG), dan musyawarah
gampong;

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, baik berupa fisik
maupun keuangan menjadi tanggung jawab penerima;

4. Pertanggungjawaban laporan penggunaan dana akan kami sampaikan
kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya c/q. Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Aceh Barat Daya; '

5. Laporan pertanggungjawaban disimpan, disampaikan dan dipergunakan
oleh penerima selaku objek pemeriksaan.

6. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan DD, ADG dan
BHPRK tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.



=

Demikian Pakta
mestinya.

Integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana

----------------- g tsessarvascrrsesRraban

Yang Menyatakan
Keuchik Gampong ...........cc..... )



Lampiran XVIII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 7 , 2020 M
§77/ #1441 H

FORMAT REKOMENDASI DARI TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KECAMATAN ..iiciiiiiiiiiieiviiinanninn,
Nomeor D e e , tanggal ...
Lampiran : .............
Perihal : Rekomendasi. Kepada Yth. :

Bapak Bupati Aceh Barat Daya
c/q. Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Aceh Barat Daya
di -
Blangpidie.

1. Dengan mempedomani :

a.. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomar ... Tahun ..
tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya,

b. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........

tanggal ......ccovniiiiiiiiinn tentang Pedoman Pembangunan
Gampong;

c. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal ..., tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran .......... ;

d. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal ...l tentang Besaran Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran ..........

e. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor .... Tahun ..........
tanggal .......c.ooiiiiinnn tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana
Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Kabupaten untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun Anggaran .......... ;

2. Sesuai dengan ketentuan dan tugas Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan (TPTK), kami telah melaksanakan verifikasi
terhadap berkas permohononan pencairan DD, ADG dan
BHPRK Tahap [/Selanjutnya Gampong .............. Kecamatan
................ Tahun Anggaran .......... yaitu :

a. Surat Permohonan Pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap
I/ Tahap Selanjutnya;

b. RKPG Tahun Anggaran Berjalan (untuk Tahap I);

c. APBG/Perubahan APBG Tahun Anggaran Berjalan {untuk
Tahap I/Tahap Selanjutnya);

d. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD,
ADG dan BHPRK Tahun Anggaran Sebelumnya {(untuk
Tahap Selanjutnya); {



e. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD,
ADG dan BHPRK Tahun Anggaran Sebelumnya (untuk
Tahap Selanjutnyal;

LPPG Akhir Tahun Anggaran (untuk Tahap Selanjutnya);

g. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD,
ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya (untuk Tahap
Selanjutnya);

h. Laporan Realisasi Penyerapan .dan Capaian Output DD,
ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya (untuk Tahap
Selanjutnya);

i. Rencana Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap
Selanjutnya;

j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD, ARG dan
BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya;

k. Kwitansi DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya;

1. Pakta Integritas DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap
Selanjutya bermaterai cukup;

m. Foto Visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil
dari sudut pengambilan yang sama (untuk Tahap

bt

Selanjutnyal;
3. Berkenaan dengan hal tersebut, kami Tim Pendamping
Tingkat Kecamatan ...........ceceeein telah memverifikasi

berkas sebagaimana tersebut di atas dan merekomendasikan
pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya
Tahun Anggaran .......... Gampong  .....eeeenreiinennninnn.
Kecamatan .........ccocevveveiiininnns , Kabupaten ........ccoovvviviniininnns
4. Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan
sebenarnya untuk menjadi bahan seperlunya, terima kasih.

TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN .....ccoovivnninns

Koordinator

--------------------------



Kasi Pemerintahan, Keamanan,
Ketertiban dan Administrasi
Umum Gampong,

A R R X A X RN I XYY}

LA X XTI I1Y]

Tembusan :

Anggota,

- Kepala DPMP4 Kab. Aceh Barat Daya.

Kasubbag Keuangan, Program
dan Pelaporan,

APEBRRIAGINBRINDRRNRIIBBERNNEEY

Pendamping Desa,

S064400S4A0NIGDEERNNEIIL0RERRERES




Lampiran XIX : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4-Tahun 2020

Tanggal 74 . 2020M
/. 1441 H

FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KECAMATAN ...,
Nomor Do e ,tanggal ..................
Lampiran : .............
Perihal : Pengiriman Dokumen Kepada Yth., :
Pencairan DD, ADG dan Bapak Bupati Aceh Barat Daya
BHPRK Tahap I/Tahap c/q. Kepala Badan Keuangan

f’vv
5,
.

G Selanjutnya T.A, 20..... Kahupaten Aceh Barat
. Daya
di -
Blangpidie.

1. Menindaklanjuti Surat Keuchik Gampong ..........ccooevviniinninn.

Nomor : ............. tanggal ......cocviviiiiiinninnn perihal Permohonan
Pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya
T.A. 20......

2. Bersama ini kami teruskan Dokumen Pencairan DD, ADG dan
BHPRK Tahap I/ Tahap Selanjutnya Gampong

............................ , Kecamatan .................vcvr......, Kabupaten

............................ Tahun Anggaran ......... yang turut

dilampirkan :

a. Surat Permohonan Pencairan DD, ADG dan BHPRK Tahap
I/Tahap Selanjutnya;

b. RKPG Tahun Anggaran Berjalan (untuk Tahap I};

c. APBG/Perubahan APBG Tahun Anggaran Berjalan {untuk
Tahap I/Tahap Selanjutnya);

d. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD,
ADG dan BHPRK Tahun Anggaran Sebelumnya (untuk
Tahap Selanjutnya);

e. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD,

ADG dan BHPRK Tahun Anggaran Sebelumnya {untuk

Tahap Selanjutnya);

LPPG Akhir Tahun Anggaran (untuk Tahap Selanjutnyay;

g Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Penggunaan DD,
ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya (untuk Tahap
Seilanjutnya);

h. Taporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD,
ADG dan BHPRK Tahap Sebelumnya {untuk Tahap
Selanjutnyay);

i. Rencana Penggunaan DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap
Selanjutnya;

j. ‘Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD, ADG dan
BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya;

e



T
0
e

k. Kwitansi DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap Selanjutnya;

1. Pakta Integritas DD, ADG dan BHPRK Tahap I/Tahap
-Selanjutya bermaterai-cukup;

m. Foto Visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil
dari sudut pengambilan yang sama (untuk Tahap
Selanjutnya); dan

n. Rekomendasi Penarikan DD, ADG dan BHPRK Tahap
I/Tahap. Selanjutnya dari Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan ...............

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Tembusan
- Kepala DPMP4 Kab. Aceh Barat Daya.



l/ \L
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Lampiran XX

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020

Tanggal 7 %%%M%’, 2020 M
& f 1441 H

TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN ......
PEMERINTAH GAMPONG .........
KECAMATAN ............. feaees
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pagu DD RD. ciereirieeeiaeeeenneinns
i j ORAIAN vownfﬁ; CARA § ' "% CAPAIAN |
Nomgn Uw OUTPUT | OUTPYT | PENGADAAN ANGGAR.AN REALISA:SI SIsA “ouTPUT KET.
1 2 _',3 4. 5 6 7 8-6-71, 9 10
1. PENDAPATAN
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 DD
- TAHAP PERTAMA
- TAHAP SELANJUTNYA

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA BANTUAN KE GAMPONG

Bidang Penyelenggarain Pemerintahan

Kegiatan ......cceecveeee..
dst. i

Bidang Pelaksanaan Pémbangunan
Kegiatan .....ccecuemenenns
dst, e

Gampong




Pl
. URAIAN | VOLUME | CARA - % CAPAIAN |
NOMOR URAIAN OUTPUT | OUTPUT | PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASY | SISA OUTFUT KET,.
1. 2 3 4 5 6 7 8=6-7] 9 10

2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ) ’ ) ’
2.3.1 Kegiatan ........c.u.......
2.3.2 Ast. e,
2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.1 Kegiatan .......c..........
242 Ast. e

JUMLAH BELANJA

3. PEMBIAYAAN

3.1 Pengelusran Pembiayaan
3.1.2 Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal

- Pengembangan Usaha

ASt. creceveriariiannns

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH R

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) P e

Disetujui oleh,
................. 3 emeetedsetssnensonnce
KAUR KEUANGAN GAMPONG ..cooevvnevnnene. KEUCHIK GAMPONG ........cieene
(cereeeee e )
[ )




Lampiran XXI : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
‘ Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 7 __. 5. 2020 M
BALLD, 1441 H

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

LAPGRAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN ......

PEMERINTAH GAMPONG .........
KECAMATAN ......cccvveninnen.
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pagu ADG  : RP. ccoeeeernnrivneneenenens
) ' s [ URAIAN | VOLUME CARA j i ‘% CAPAIAN |
NOM(_:)R ' URAIAN ' OU‘j‘PUT OUTP'(;f"l‘ PENGADAAN ANGGARAN REALISA_;SI SISA _ oUTPUT ‘ KET.
1. . 2 i 3 4 . 5 5 . 7 8=6-7]. 9 . 10
1. PENDAPATAN
12 Pendapatan Transfer
1.2.3 ADG
- TAHAP PERTAMA
- TAHAP SELANJUTNYA
JUMLAH PENDAPATAN
2. BELANJA BANTUAN KE GAMPONG .........
2.1 Bidang Penyelenggaradnu Pemerintakian
2.1.1 Kegiatan ........ccocuueee.
2.1.2 dst. ...
2.2 Bidang Pelaksanaan Pémbangunan Gampong
2.2.1 Kegiatan .......cccovuenee,
222 dst, ceveiririecviceninanas




ant _ ‘ ,
N (o
N
. f. URAIAN | VOLUME | CARA ' " % CAPAIAN
NOMOR URAIAN OUTPUT | OUTPUT | PENGADAAN ANGGARAN | REALISASI SISA OUTPUT KET.
1. j Z ] 3 4 5 6 | 7 8=6-71. 9 i0

2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ' ' ' i
2.3.1 Kegiatan .....c.oceeeeens
2.3.2 o E- T
24 Bidang Pembinean Kemasyarakatan
2.4.1 Kegiatan ........c.e......
2.4.2 dst. i

JUMLAH BELANJA

3. PEMBIAYAAN

3.1 Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2 Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal

- Pengembangan Usaha

ASt. ceermiiiie

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH -

(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) Peeeeees

Disetujui oleh,
................. 3 reeeeieieereneeeiarens
KAUR KEUANGAN GAMPONG ................. KEUCHIK GAMPONG .........cvuu....
(e )
{eveeienenann, cerererinaeaeeas )




'\ .

Lampiran XXII:

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor <4 Tahun 2020

Tanggal 7 _ Febrger; 2020 M

LV‘MMEZW 1441 H

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN

TAHAP ...... TAHUN ANGGARAN ......
PEMERINTAH GAMPONG .........
KECAMATAN ......coocevvieee.
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pagu BHPRK : RpP. -cccovrereriievennnnnans
) . URAIAN | VOLUME CARA ) ' "% CAPAIAN |
NOMOR URAIAN OUTPUT | OUTPYT | PENGADaAN | ANGGARAN | REALISAST | SISA | ~guqpyy KET.
1 2 '3 4 5 6 7 8=6-7|" 9 10
1. PENDAPATAN
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.2 BHPRK
- TAHAP PERTAMA
: - TAHAP SELANJUTNYA
; JUMLAH PENDAPATAN
y
J 2. BELANJA BANTUAN KE GAMPONG .........
‘ 2.1 Bidang Fenyelenggaradin Pemerintalian
2.1.1 Kegiatan ......coeeveveenes
2.1.2 (4 1=
2.2 Bidang Pelaksanaan Pémbangunan Gampong
2.2.1 Kegiatan ...ocoeennrainnes
2.2.2 ASE. eerieemereemraeensean,

ar-’;#:’:



NI SR A

s

. URAIAN URAIAN | VOLUME |~ CARA ' '
ROMOR ' OUTPUT | OUTPUT | PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASI | 8i8A A oregr | HET.
1 . 2 . 3 4_ 5 6 7 ——T

2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ) ) j : §-6.7 = 2 10
2.3.1 Kegiatan .....c..ceceuuees
2.3.2 s 12 SRV
2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.1 Kegiatan .......c.ooeemuees
2.4.2 dst. covciiiiein

JUMLAH BELANJA

3. PEMBIAYAAN

3.1 Pengeluaran Pembiayaan
3.1.2 Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal

- Pengembangan Usaha

ASt. veneircncrrrrnrananainaen

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH

{PENDAP{ITAN - BELANJA - PEMBIAYAAN) Rp. .....

Disetujui oleh,
................. 3 seeseeriteasasaseniees
KAUR KEUANGAN GAMPONG ................. KEUCHIK GAMPONG
{ cenviminrrerrrre e }
O .}




Lampiran XXII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4Tahun 2020
Tanggal et 2020.M
B AL Aty 1441 H

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

AKHIR TAHUN ANGGARAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR IS1

BAB1

BAB II

BAB II

PENDAHULUAN
1.1. Tujuan Penyusunan Laporan

1.2.. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
1.3. Strategi dan Kebijakan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG
2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2.2, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
- 2.5.1, Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Gampong :
2.5.2. Qanun = Gampong tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong _
2.5.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
2.6. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan
Upaya yang ditempuh
2.6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
2.6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
2.6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

PENUTUP

3.1. Kesimpulan Laporan

3.2. Penyampaian Ucapan Terima Kasih _

3.3. Saran dan Permohonan Petunjuk serta Arahan lebih lanjut

LAMPIRAN



Lampiran : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong Akhir Tahun Anggaran

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

TAHUN ANGGARAN .......
1. Pendapatan Desa |34 ¢ JUOO RO URT RSP
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa RpP......ccccoovvvvevivvneennn.
b. Bidang Pembangunan |34 o O TN
<. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP.inire: N
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat |1 o SO OPRRPR
e. Bidang Tak Terduga 34 o TP
Jumlah Belanja RD.iiriieiiiiiiiieerinieisnnne.
Surplus/ Defisit |34 ¢ TORUR O UOUSPOTPN
3. Pembiayazn Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rpiieiiiieie e,
b. Pengeluaran Pembiayaan RDieiriiirerererenncenses
Selisih Pembiayaan (a~b) 134 SRR




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

TAHUN ANGGARAN ...... .
KODE REK URAIAN AN‘:&:’;“N KETERANGAN
1 2 3 4
1. PENDAPATAN
111, | Pendapatan Asli Gampong
1.1.1, Hasil Usaha Gampong
1.1.2. Hasil Aset Gampong
1.1.3. Swadaya, Parlisipasi dan Gotong Royong
11.4. 1 LaindainPendapatan-Asti:Gampong yangrsahr
1.2, Pendapatan Transfer
1.2.1, Dana Desa
122 Bagian.dan Hasil.Pajak & Retribusi. Kahupatan.
1.2.3, Alokasi Dana Gampong
1.2?4. Bantuan Keuangan dari APBA
1.2.5. Bantuan Keuangan dan APBK
1.3, Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah
1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
1.3.2, Lain-lain Pendapatan Gampong yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
2, BELANJA
21, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
1211, | Penghasilan Tetap dan Tunjangan
21.1.1. Belanja Pegawal
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong
2.1.1.1.2, Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong
2.1.2. Operasional Kantor Keuchik
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa
21221, Belanja Listrik, Air, Telepdn, Fax/intemet
121222, Belanja, Alat Tulis. Kantar,
2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.1.2.2.4, Belanja Benda Pos dan Materai
2.1.2.25, Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
|-2.2.2:26. -Belanja.Fotocopy, Getak.dan,Penggandaan.
2.1.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.1.2.28. Belanja Buku/Materi/Modul/Bahan Bacaan
21,229, Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
1 2.1.22.10. _ Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
- 2.1.2.2.dst. Dst. i
KODE REK URAIAN ANG(’g:';AN KETERANGAN
1 1 2 3 ik 4
2.1.2.3. Belanja Modal




2.1.2.3.19.

{21.2321.

2.1.dst.
2.1.dst.dst.

2.1.dst.dst.dst.

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Modal Komputer

Kegiatan .................
Belanja ...
Dst e

2.2, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2,212, Kegiatan Pembangunan Jalan
2.2,12.3. Belanja Modal
1 2.1.12.3.53. Belanja Modal Jalan
2.2.13. Kegiatan Pembangunan Jembatan
2.2.13.3. Belanja Modal
'+ 2:2.32:3:54; ‘Batamja-Modal- Jalam-
2.2,dst, Kegiatan ...
2.2.dst.dst. Bolanja .........cc.csonn
12,2, dst.dst.dst, Dt trresinns
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.31. Bantuan Insentif Untuk Lembaga Kemasyarakatan
Gampong
2,3.1.2, Belanjs Barang.dan.Jasa,
2.3,1,2.31. Belanja Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong
2.3.dst. Kegiatan ....cucew.
J 23.dstdst. Belanja .................
2.3.dst.dst.dst. Dst.
2.4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
24.4. Bantuan Insentif Untuk Kada_r Posyandu
I 2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa
2.442.30, Beianja Insentif Kader Posyandu
2.4.24, Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan
1 Kepemudaan)
2.4.24.2 Belanja Barang dan Jasa
24,242 25, Belanja Perengkapan Olah Raga
2.4.88. Kegiatan Pslatihan Bagi Keiompok Usaha Ekonomi
1 Produktif Pemuda
2.4.88.2. Belanjas Barang dan Jasa
2.488.22 Belanja Alat Tulis Kantor
2.4.88.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
248827 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
KODE REK URAIAN | m":g'ﬁ';”"' KETERANGAN |
1 2 3 4
2.4,8829. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
1 2.4.0st. Kegiatan .............
2,4.dst.dst. Belanfa .......c.co.ue.




{ 2.

2.5.1.
2.5.1.2.
2.5.1.2.03.
| 2.5.1.2.20..

2.5.dst.
2.5.dst.dst.
1 2:5dgt:dstdet:

3,
3.1.
b ' 311,
3.1.2.
3.1.3.

3.2,
T2
3.2.2.

2.4.dst.dst.dst.

Dst. ...,

Bidang Tak Terduga
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembaersih

Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

Kegiatan .................
Belanja .................
Dot i,
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / {DEFISIT)
PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebslumnya
Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan
Peribentukan Dana Cadangan
Penyertaan Moda! Gampong

JUMLAH PEMBIAYAAN

SISA LEBIH/{KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Disetujui oleh :
Keuchik Gampong ......c.coceveviniivinne.

TTD




Lampiran XXIV  : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2020
Tanggal wtry 2020 M

Wit AL 1441 H

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*

TAHUN ANGGARAN ......coennnns

GAMPONG D eveesrreetstieseateesrasnnasasien
KECAMATAN O POTUUR
KABUPATEN D ereererervateerares e aee

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN

Anggaran Volume | Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp}
kegiata | Anggaran | Penyelesaian
n
1 2 Jumlah | Sumber Jumlah (Rp} % % Rp. hari Jan Feb Mar | Jumlah

{Rp)

Diverifikasi oleh:
Sekretatis Gampong,
(craemersomareemrerenrsssnnssinnnnnnns )
Disetujui oleh:
Keuchik Gampong,

---------------

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

---------------------------------




N

Lampiran XXV: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor ’I‘ahun 2020
Tanggal

-

2020 M
3 M.c@}{,&//,mm H

Format Qanun Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong

KEUCHIK GAMPONG ..........
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN GAMPONG.......ccoivnsrinnen
NOMOR ... TAHUN .......

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN .......

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG ..............

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan  yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, periu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gampong tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

Mengingat 1.5
2. ...
3. . dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG ......
dan

KEUCHIK GAMPONG .......
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG PERUBAMAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp....... " o ), bertambah/berkurang sejumlah
Rp..c.... I (P } sehingga menjadi  Rp.......... IR - ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Gampong

-----

a. semula | 34 N
b. bertambah/(berkurang) | 4
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rpurviririiseicienn



2. Belanja Gampong

a. semula | 34 s TN
b. bertambah/{berkurang), RD....ooveninnnanns
Jumlah belanja setelah perubahan Rpicreiiiiininiin
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan RP.eeeiirenennn.

3. Pembiayaan Gampong
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a, Semula. RP-rormsrnosnnsssons
b. Bertambah/(berkurang) Rp.eeeeinninn..
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....ccocceeneeee.
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula | 24 o T

b. Bertambah/(berkurang) |34+ SOOI

Selisih Pembiayaan setelah perubahan{a—b ) Rp....cc.coeevunnins

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 3
Keuchik Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai
landasan. operasional pelaksanaan Perubahan APBG..

Pasal 4
Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Tembaran Gampong.......

Ditetapkan di .......coceeuninvens
pada tanggal .......ooeciinnnnans

KEUCHIK GAMPONG........

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS GAMPONG ....... R
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN GAMPONG............ TAHUN .... NOMOR ...



¢

Lampiran XXVI: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2020

Tanggal £raefy 2020 M
Mot 1441 H

A. Format Rancangan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong

KEUCHIK GAMPONG .......
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG......
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

TAHUN ANGGARAN ......ccovviiniannn.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG........ ,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gampong

Mengingat

Menetapkan :

Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran ....., maka periu menyusun Peraturan

. Keuchik Gampong tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Gampong.......... Tahun Anggaran ...... ;

1. ... H

C S dan seterusnya;.
MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEUCHIK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJAGAMPONG.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... terdiri dari:
1. Pendapatan Gampeng
a. Pendapatan Asli Gampong Rpooviiiiniinnns
b. Transfer Rpicviriiinvinnn
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah 4 o TV
Jumlah Pendapatan Rp.iivininiinnnnn,

2. Belanja Gampong,
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gapong Rp.........cceeeeuie

b. Bidang Pembangunan | 33+ R
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 34 o JOUUUOIUI
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 334 o MR

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Gamnpong BPieieiieiiinannnans




Jumlah Belanja RP.oeoaveeeiiianns

Surplus/ (Defisit) Rp..civviinrinnn,
3. Pembiayaan Gampong
a. Pencrimaan Pembiayaan Rp.ciiviiiiiiinns
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.ueieveaannnnns
Selisih Pembiayaan (a—b) |34 SRR
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Keuchik ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Gampong
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong

Ditetapkan di ........ccceueeneee.
pada tanggal ........ocovvvninnnne

KEUCHIK GAMPONG..........

tanda tangan

NAMA &

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS GAMPONG....... .. ,
tanda tangan

NAMA

BERITA GAMPONG............ TAHUN

... NOMOR ...



Lampiran Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

LAMPIRAN,

PERATURAN KEUCHIK

GAMPONG...........

NOMOR.......... TAHUN.......0vve.

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA GANMPONG

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG.....
TAHUN ANGGARAN.........

---------

snas

KODE REKENING

URAIAN

KELUARAN/QUTPUT
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.ran XXVII: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

> La
Nomor Tahun 2020

Lembpar Evaluasi APBG Tanggal 2020 M
Kabupaten : ACEH BARAT DAYA 1441 H
Kecamatan ! veses I snesssessnnan
Gampong = .cceeiienscnsese ssesserensnacs

Kesesuaian
No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan

Ya | Tidak

1 Aspek Administrasi dan Legalitas

1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah
diterima dari Desa secara lengkap 7_

1.2 |Apakah pehigajuan Raricangan Qanun
tentang APBG atau Rahcangan Qanun
tentang Perubaham APBG dilakukén
tepat waktu

Keputusan hasil Musyawarah
Tuha Peugt Pembahasan dan
Penyepakatan Qanun tentang
APB Desa/Perubahan APB Desa
(lihat tanggal keputusan)

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
disepakati bersama. Qanun
tentang APBG/ Qanun tentang
Perubahahn APBG harus diajukan
kepada Bupati atau camat untuk
dievaluasi

1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Ranéangan
Qanun tentang APBG/ Rancangan Qanun
tentang Perubaham APBG

Keputusan hasil Musyawarah
Tuha Peuget Pembahasan dan
Penyepakatan Qanun tentang
APBG /Perubahan APBG

Berdasarkan Permendagri
mengenai Tuha Peuet

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalités:
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2.1

[ Aspek Kebjjakan dan Struktur APBG/Perubahan APBG

Umum

1.1

Apakah Rancangan Qanun tentang
APBG /Perubahan APBG disusun
berdasarkan RKPG/RKPG Perubahan
tahun berkenaan

RKP Gampong atau RKP Perubahén
tahun berkenaan

2.1.2

Apakah pehempatan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundarig-
undangan

2.2

Pendapatafn

2.2.1

Apakah estimasi pendapatan rasioﬁal dan

| realistis

2.2.2

Apakah estimasi pendapatan Gampong
yang bersumber dari Pendapatan Asli
Gampong rasional dan realistis, sefta
didapatkan secara legal dan telah

| diatur dalam Qanun Gampong

Qanun terkait PADesa (misal
Qanun tehtang Pungutan, dlij

223

Apakah estimasi pendapatan Gampong
yang bersymber dari Dana Transfer

| rasional d&dn realistis

2.3

Belanja

23.1

Apakah pehempatan pos Belanja telah
sesuai dengan peraturan Perundang-

| undangan

2.3.2

Semua kegiatan Belanja Gampong telah
sesuai dengan Kewenahgan Gampong

Perbup tentang Daftai
Inventaris Kewenangan Gampong

233

Apakah ada program/kegiatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran

| {multivears]

2.3.4

Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam
APBG paling banyak 30% dipergunakan
untuk:

. 1. siltap dah tunjangan Keuchik & perangkat




